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Setiap desa memiliki potensi yang berbeda, Desa Lembasari memiliki 

potensi wisata religi yang perlu dikembangkan. Dalam pengembangan wisata 

religi tidak luput dari peran pemerintah desa, pengelola dan warga desa. 

Permasalahan dalam pengembangan wisata yaitu perlunya anggaran yang cukup 

besar, namun dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020, disebutkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa yaitu 

untuk pembangunan sarana dan prasarana desa wisata. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi, pengembangan 

wisata religi dan untuk mengetahui apakah dana desa dalam bidang pariwisata 

religi Mbah Jeneng sudah optimal. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang 

ada di lapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara internet searching, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data yang 

dibutuhkan. Cara menganalisis data dengan menganalisis pengelolaan dana desa 

dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng, pengembangan wisata religi mbah 

jeneng, dan optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi mbah jeneng 

dengan teori  dan hasil wawancara bersama aparatur pemeritah desa, juru kunci 

dan perwakilan warga lembasari. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa untuk 

pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sudah dijalankan sesuai aturan 

Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana desa yang 

diprioritaskan untuk pengembangan wisata desa, sedangkan pada pengembangan 

wisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 hingga 2020 dapat dikatakan 

berkembang dengan cepat, dan terdeteksi adanya optimalisasi dana desa untuk 

wisata religi Mbah Jeneng. 

 

Kata Kunci : Pemerintah desa, dana desa, optimalisasi, wisata religi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …. ‘…. koma terbalik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍamah U U 

 

Contoh: َََكَتب -kataba   َيذَْهَب - yażhabu 

  su'ila –س ئلََِ   fa‘ala- فَعلَََ 

 

2) Vokal rangkap (diftong)  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a dan i يَْ

 Fatḥah dan وَْ

wawu 

Au a dan u 

  َ 
  َ   َ 

  َ  

  َ  
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 Contoh: ََكَيْف - kaifa   ََهَوْل – haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

 ...ا…
fatḥah dan alif 

 

Ā 

a dan garis di 

atas 

 .…يَْ

 
Kasrah dan ya 

 

Ī 

i dan garis di 

atas 

 

وَ-----  

ḍamah dan 

wawu 

 

Ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 qīla - قِيْلََ   qāla - قَالََ

 yaqūlu – يقول   ramā -رَمى

 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 

1) Ta  marbūṭah hidup 

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 

ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

 

2) Ta marbūṭah mati 

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 

Contoh: 

  َ 

  َ  َ  
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 Rauḍah al-Aṭfāl روضة الأ طفال 

 al-Madīnah al-Munawwarah المدينة المنورة

 Ṭalḥah طلحة 

 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā -ربّناَ

ل  nazzala –نزَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung atau hubung. 

Contoh: 

 al-rajulu - الرجل

 al-qalamu -   القلم
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7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu 

terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

Hamzah di awal  اكل Akala 

Hamzah di tengah ونتأخذ  ta’khuz|ūna 

Hamzah di akhir النّوء an-nau’u 

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; 

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 

penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh: 

 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  : وان الله لهو خيرالرازقي 

 fa aufū al-kaila waal-mīzan : فاوفوا الكيل والميزان 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. 

Contoh:   

 .Wa mā Muḥammadun illā rasūl ومامحد الا رسو ل 

 Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn ولقد راه بالافق المبي 
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MOTTO 

“Berakit rakit ke hulu berenang renang ketepian, bersakit sakit dahulu bersenang 

senang kemudian”  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum 

adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, 

memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan 

maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan 

keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki 

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah 

tangga sendiri. Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau 

KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga 

yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala 

Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan 

                                                             
1
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 1. 



 
 

  

2 

kesatuan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” 

yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri 

berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya 

sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa 

desa memiliki berbagai peranan penting.
2
 

Menurut Paul H Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan 

ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul desa memiliki 3 ciri 

yakni sebagai berikut :  

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar 

ribuan jiwa 

2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap 

kebiasaan  

3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang 

sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, 

sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.  

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul menggaris 

bawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. 

Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis bawah tentang kebiasaan 

yang sama dalam satu wilayah desa. Dan untuk melengkapinya, paul 

memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah pada faktor geografis desa.
3
 

                                                             
2
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Jakarta : 

Erlangga, 2011), hlm. 4. 
3
Mohammad Novrizal Bahar,Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi 

Terhadap Pengaturan Desa di Indonesi, Vol. 1 No. 1, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata 

Negara Universitas Indonesia, hlm. 105-106.  
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Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan 

dana desa, sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pelayanan publik di desa 

b. Mengentaskan kemiskinan 

c. Memajukan perekonomian desa 

d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa 

e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan 
4
 

Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat 

yang penyalurannya melalui Kabupaten/Kota. Dana desa dialokasikan dalam 

bentuk transfer, bukan dalam bentuk proyek. Dana desa ditransfer melalui 

APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan 

kewenangan Desa berdasarkan hak usul, dan kewenangan lokal skala Desa 

yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran. Meskipun mekanisme 

transfer dana desa dilakukan melalui Kabupaten/Kota, tetapi seluruhnya 

wajib disalurkan kepada Desa tanpa dikurangi sedikitpun. Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota hanya berpesan sebagai tempat 

penyimpanan sementara dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat. 

                                                             
4
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 2.  
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Besaran dana desa adalah sepuluh persen (10%) dan dari di luar Transfer 

Daerah yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap. 
5
 

Adapun tolak ukur dari optimalisasi dana desa yaitu berdasarkan teori 

Winardi tentang optimalisasi, menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran 

yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut 

usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.
6
 Fokus dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dana desa 

dalam meningkatkan pembangunan desa di bidang pariwisata. 

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, harus menampakkan 

adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam 

pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik yang menunjukkan pelaksanaan 

yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi juga diperlukan 

untuk pembinaan lebih lanjut, karena semuanya harus sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan yang ada.
7
 Peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ini menjadikan desa 

berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan 

dana desa. Karenanya, kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa 

harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

                                                             
5
https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/8346/2018/08/14/johan:-

%E2%80%9Cbeda-dd-dan-add-itu-memang-seperti-beda-upin-dan-ipin, diakses pada 9 september 

2020 pukul 18:20. 
6
Ali, Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada 

Kaltimgps.com di Samarinda, (Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis : 2014), hlm. 49. 
7
Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara. (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 

33. 

https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/8346/2018/08/14/johan:-%E2%80%9Cbeda-dd-dan-add-itu-memang-seperti-beda-upin-dan-ipin
https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/8346/2018/08/14/johan:-%E2%80%9Cbeda-dd-dan-add-itu-memang-seperti-beda-upin-dan-ipin
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kewenangan lokal berskala desa.
8
 Idealnya, setiap desa sudah memiliki 

peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar 

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 

sehingga desa kesulitan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan 

desa.
9
 Oleh sebab itu, untuk membantu desa memprioritaskan penggunana 

dana desa sesuai kewenangan desa, dalam pedoman umum ini secara khusus 

dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan desa di bidang pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dana 

desa. Salah satunya tentang pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain: Ruang ganti 

dan/atau toilet, Gazebo, Lampu taman, Pagar pembatas, Pondok wisata 

(homestay), Panggung kesenian/pertunjukan, Kios cenderamata, Pusat 

jajanan kuliner, Tempat ibadah, Menara pandang (viewing deck), Gapura 

identitas, Wahana permainan anak, Wahana permainan outbound, Taman 

rekreasi, Tempat penjualan tiket, Angkutan wisata, Papan interpretasi, Sarana 

dan prasarana kebersihan, Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio 

                                                             
8
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
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Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana desa tahun 2020. 
9
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 
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visual), Internet corner, dan Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 
10

 

Perlunya dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng 

Desa Lembasari supaya bisa mendirikan aula/gazebo, penambahan toilet, 

pengadaan penunjuk arah, penerangan jalan serta akses jalan yang perlu 

diperbaiki agar para peziarah merasa nyaman. Menurut juru kunci makam 

Mbah Jeneng.
11

 Adapun jumlah dana desa yang telah digunkan untuk 

pengembangan wisata religi Mbah Jeneng pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 

30.000.000,- pada tahun 2019 sebesar Rp 45.000.000,-.Sedangkan pada tahun 

2020 rencana pengalokasian dana desa yaitu sebesar Rp 100.000.000,-. 

Menurut salah satu aparatur pemerintah desa.
12

 

Pariwisata religi adalah pariwisata yang banyak dikaitkan dengan 

agama, sejarah, adat istiadat kepercayaan umat atau kelompok dalam 

masyarakat. Wisata ini dilakukan oleh banyak orang secara bergerombol atau 

rombongan dan perorangan ketempat-tempat suci atau ke makam wali atau 

pimpinan yang diagungkan atau tempat pemakaman tokoh yang dianggap 

manusia ajaib penuh legenda. Secara singkatnya menurut peneliti, pariwisata 

religi adalah sebuah perjalanan yang ada hubungannya antara manusia 

dengan Tuhan. Pariwisata religi merupakan perjalanan yang memadukan 
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
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Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Danadesatahun 2020. 
11

Hasil wawancara bersama Bapak Pardi selaku juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa 

Lembasari, Jatinegara Tegal 6 April 2020. 
12

Hasil wawancara bersama Bapak Suprayitno selaku aparatur pemerintah Desa 

Lembasari, Jatinegara Tegal 13 Juli 2020. 
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antara wisata yang menikmati keindahan alam, bangunan dengan kepuasaan 

rohani dalam hal ini, lebih mendekatkan hubungan manusia dengan sang 

pencipta.
13

 

Optimalisasi dana desa untuk wisata religi diharapkan mampu 

meningkatkan daya tarik wisatawan yang bertujuan ingin berziarah, ataupun 

tujuan berwisata mengenal lebih jauh wisata religi Mbah Jeneng  harapannya 

juga mampu meningkatkan religiusitas masyarakat. Menurut juru kunci 

makam Mbah Jeneng.
14

 Religiusitas sendiri mempunyai arti pertama, dalam 

kamus sosiologi religiusitas adalah bersifat keagamaan, taat beragama. 

Kedua, religiusitas merupakan penghayatan keagamaan dan kedalaman 

kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, 

berdoa, dan membaca kitab suci. Ketiga, wujud interaksi harmonis antar 

pihak yang lebih tinggi. Kedudukannya (yaitu Allah SWT), dari yang lain 

(yaitu mahkluk), menggunakan tiga konsep dasar (yaitu iman, islam dan 

ihsan).
15

 Sedangkan religiusitas menurut Glock dan Stark adalah tingkat 

konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap 

agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang 

terhadap agamanya, sedang yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah 

                                                             
13

Nyoman S. Pendit. Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana. (Jakarta: Pradya 

Paramita, 2002), hlm. 43. 
14

Hasil wawancara bersama Bapak Pardi selaku juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa 

Lembasari, Jatinegara Tegal 6 April 2020 
15

M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi: Al-quran dan Dinamika Kehidupan 

Masyarakat. (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 3.  
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sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat 

berbagai cara bagi individu untuk religius.
16

 

Terkait dengan ziarah ini Seh Sulhawi el-Gamal dalam bukunya 

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ziarah sesungguhnya terkandung misi 

lain, yaitu sebuah bentuk ajakan kepada umat islam dan umat beragama 

lainnya, bahwa suatu saat kita ini pasti akan wafat seperti mereka yang 

berada di alam barzah. Dengan itu kita wajib harus selalu mengingat mati, 

dan selalu harus berusaha menyiapkan bekal hidup di alam kubur kelak. Kita 

jangan lengah dengan kehidupan duniawi yang serba indah dan mewah ini. 

Hal ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang 

diperbolehkan ziarah kubur dengan tujuan supaya ingat akan mati dan 

mendoakan arwah yang sudah ada di alam barzah.
17

 Wisata religi dilakukan 

dalam rangka mengambil ibrah atau pelajaran dan ciptaan Allah atau sejarah 

peradaban manusia untuk membuka hati sehingga menumbuhkan kesadaran 

bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Menurut Mufid dalam Rosadi ada 

beberapa fungsi-fungsi wisata religi adalah sebagai berikut:
18

 

1. Untuk aktivitas luar dan di dalam ruangan perorangan atau 

kolektif, untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup baik 

jasmani maupun rohani  

2. Sebagai tempat ibadah, sholat, dzikir dan berdoa 

                                                             
16

Sari, Yunita dkk, Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung. Prosiding Seminar 

Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. 
17

Seh Sulhawi El-Gamel, Kebijakan dan Kebijakan Emha Seh Harto, Presiden Seribu 

Satu Masjid. (Sidoarjo: Garisi, 2008), hlm. 94. 
18

Duerea, Miss Nasroh, Wisata religi dalam masyarakat Islam Patani Thailand Selatan 

(studi kasus tradisi Maulid Nabi di Masjid Nurul Insan Sabarang Talubuk). Tesis, Semarang,UIN 

Walisongo, 2017, hlm. 25. 
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3. Sebagai salah satu aktivitas keagamaan 

4. Sebagai salah satu tujuan wisata-wisata umat Islam 

5. Sebagai aktivitas kemasyarakatan 

6. Untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin 

7. Sebagai peningkatan kualitas manusia dan pengajaran (Ibroh).  

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan 

dan pengembangan pariwisata religi Mbah Jeneng, disisi lain ada dampak 

positif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lembasari yaitu meningkatnya 

religiusitas masyarakat dan pendapatan masyarakat yang merupakan daya 

tarik peneliti. Peneliti ingin meneliti tentang“Optimalisasi Dana Desa Dalam 

Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal”. 

B. Definisi Operasional  

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang 

berjudul Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah 

Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal maka penulis memberikan 

penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut: 

1. Optimalisasi 

Optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa 

dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, 

dengan menggunakan teori dari Winardi tentang optimalisasi yaitu ukuran 

yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari 
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sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.
19

   

2. Pemerintah Desa 

Pemerintah desa rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud 

penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus, 

urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian 

berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang 

disebut dengan kata lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
20

 

3. Dana Desa 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

                                                             
19

Winardi, Istilah Ekonomi, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 363.   
20

Wijaya HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.  
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.
21

 

4. Pariwisata Religi 

Pariwisata religi adalah wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan 

agama, sejarah, adat istiadat kepercayaan umat atau kelompok dalam 

masyarakat. Wisata ini dilakukan oleh banyak orang secara bergerombol 

atau rombongan dan perorangan ketempat suci kemakam wali atau 

pemimpin yang diagungkan atau tempat pemakaman tokoh yang dianggap 

manusia ajaib penuh legenda.
22

 

5. Makam Mbah Jeneng  

Makam Mbah Jeneng merupakan makam yang terletak di Desa 

Lembasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Banyak peziarah yang 

datang ke Makam Mbah Jeneng untuk mendoakan kebaikan leluhur warga 

Desa Lembasari. Tidak sedikit juga para peziarah meminta keselamatan, 

kesehatan, karena peziarah meyakini bahwa dengan mendekatkan diri 

kepada Wali Allah termasuk yang sudah wafat (berziarah) dapat 

menjadi karomah ataupun perantara terkabulnya do’a do’a mereka .
23

  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                             
21

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 2.  
22

Nyoman S. Pendit, Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana, (Jakarta: Pradya 

Paramita, 2002), hlm. 42. 
23

https://makam-mbah-jeneng.business.site/ . Diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 20:34. 
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1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah 

Jeneng di desa Lembasari Jatinegara Tegal? 

2. Bagaimana pengembangan wisata religi Mbah Jeneng desa Lembasari 

Jatinegara Tegal? 

3. Bagaimana optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah 

Jeneng desa Lembasari Jatinegara Tegal? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan : 

a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata 

religi Mbah Jeneng di desa Lembasari Jatinegara Tegal 

b. Untuk mengetahui pengembangan wisata religi Mbah Jeneng Desa 

Lembasari Jatinegara Tegal 

c. Untuk mengetahui optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata 

religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang optimalisasi 

dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa 

Lembasari Jatinegara Tegal 

2) Menjadi sarana penyaluran ilmu pengetahuan yang diperoleh 

peneliti selama kuliah. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Mendapatkan hasil evaluasi atas dana desa yang di optimalkan 

dibidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara 

Tegal. 

2) Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran 

masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa. 

3) Memahami sekaligus mengkritisi pengembangan desa dibidang 

pariwisata religi dengan adanya dana Desa Lembasari Jatinegara 

Tegal. 

E. Kajian Pustaka 

Peneliti terdahulu berisi informasi-informasi tentang penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sedangkan kerangka teori konsep-konsep 

teoritis untuk pengkaji ananalisis masalah yang nantinya dipergunakan untuk/ 

dalam menganalisa dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian 

terebut.Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini : 

1. Miftahudin, dengan skripsi yang berjudul “ Akuntabilitas dan Transparansi 

Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”, dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mulai awal tahun 2015, 

desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap 

desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan 

diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat 

faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan 
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kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang 

pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan 

pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang 

pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat 4 desa dalam pengembangan 

wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi 

individu warga atau kelompok masyarakat.Penelitian ini akan 

menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal 

Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan 

Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat 

studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Panggungharjo 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang berprestasi ditingkat kabupaten 

maupun nasional.
24

 

2. Teti Ika W, dengan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Sektor 

Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar”, dari 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin Makassar. Sektor 

pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan 

untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan 

Nasional, mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha 

dan membuka lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan 

kepariwisataan Nasioanl dilaksanakan secara menyeluruh. Pembangunan 
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Miftahudin, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan 

Dana Desa,Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,  

2015).  



 
 

  

15 

dibidang kepariwasataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Jadi, adanya perkembangan pariwisata di suatu 

negara akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal 

tersebut karena kegiatan pariwisata akan menciptakan permintaan baik 

segi konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan 

kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan 

melakukan belanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan 

pasar barang dan jasa. Selanjutnya final demand wisatawan secara tidak 

langsung menimbulkan permintaan akan barang dan bahan baku untuk 

memproduksi guna memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa 

tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan tersebut 

diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan 

akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri 

jasa, rumah makan/restoran dll.
25

 

3. Desmon Mahamurah dkk, dengan skripsi yang berjudul “Optimalisasi 

Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa” (studi di 

Desa Nahepes Kecamatan Manganitu), Program Studi Ilmu Pemerintahan 

FISIP Universitas Sam Ratulangi. Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam 

kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, 

adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

                                                             
25

Teti Ika W, Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Di Kota Makassar, Skripsi. (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin 

Makassar).  
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setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika diamati selama ini, 

pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa 

dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat 

diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah 

pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk 

melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. 

Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa termasuk dalam 

kelompok transfer dan bantuan ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana 

Desa (ADD), diharapkan dengan adanya ADD ini dapat membantu 

meningkatkan pembangunan yang ada didesa.Desa di desa Nahepese 

Kecamatan Manganitu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana 

telah diawali dengan pembentukan tim dan proses perencanaan dilakukan 

dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Perencanaan 

dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan 

melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, 

tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut 

bertujuan mendorong masyarakat agar turut serta aktif dalam menyusun 

dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa. Sehingga rencana 

kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) 
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yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh 

masyarakat setempat.
26

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi 

secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya 

setempat.
27

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subjek yang dapat dipercaya.
28

 

Pengertian secara luas, data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan 

pemerintahan dengan cara observasi atau pengamatan, interview atau 

wawancara, kuesioner atau angket. Dalam penulisan data primer ini, 

data yang diperoleh oleh penulis merupakan data yang dilakukan 

dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan 

terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapatkan data yang 

                                                             
26

Desmon Mahamurah dkk, Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan 

Pembangunan Desa, Skripsi. (Manado: Program Studi Ilmu PemerintahanFISIP Universitas 

SamRatulangi). 
27

Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), hlm. 28 
28

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm, 23. 
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akurat dari narasumber pejabat instansi terkait mengenai permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. Wawancara merupakan bagian penting 

dalam suatu penelitian hukum empiris. Dimana didalamnya ada tanya 

jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah 

dibuat oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk 

memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.
29

 Adapun 

dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara 

bersama juru kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur Pemerintah Desa, 

serta Kepala Desa Lembasari. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dll), foto-foto, 

film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain.
30

 Data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
 

Adapun dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa catatan dan 

foto-foto bukti bentuk fisik dari penggunaan dana desa untuk 

pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sejak tahun 2018 hingga 

saat ini. 

 

 

                                                             
29

Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2008), hlm. 130. 
30

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 22.   
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
31

 Dalam proses penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut : 

a. Internet Searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang 

menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau 

referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses 

website yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

b. Observasi yaitu memperhatikan dan mengikuti dalam arti 

mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang    

dituju. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya 

tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa 

perilaku yang dapat dilihat secara langsung, dapat didengar, dapat 

dihitung, dan dapat diukur.
32

 Peneliti meneliti langsung untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian di 

Pemerintahan Desa Lembasari dan Wisata Religi Mbah Jeneng. 

                                                             
31

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 104.   
32

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2014), hlm. 131-132.  
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c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data 

melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini 

dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, 

melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis 

dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa 

karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta 

laporan-laporan.
33

 Dalam pengertian yang lebih luas, dokumentasi 

bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa 

benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. 

Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila 

peneliti melakukan pendekatan analisis isi (content antalysis).
34

 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

d. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian 

hukum empiris, dimana didalamnya ada tanya jawab dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh 

peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk 

memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.
35

 

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Perangkat 

Desa dan Juru Kunci Mbah Jeneng. 

 

 

                                                             
33

Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144. 
34

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 202.   
35

Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2008), hlm. 130. 



 
 

  

21 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data 

dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil 

kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan 

tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.
36

 

Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan 

riset (penelitian).
37

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (Content 

Analysis). Content Analisys diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu 

teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari 

data yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Mengumpulkan data 

data yang diperoleh baik dari sumber primer berupa hasil wawancara 

bersama juru kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur Pemerintah Desa, serta 

Kepala Desa Lembasari, maupun sekunder seperti buku dan karya tulis 

dianalisis secara kualitatif. 

G. Sistematika Pembahasan  

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan 

dikelompokan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan membahas tentang latar 

belakang masalah, definisi operasinoal, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

                                                             
36

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan 

Teknik-teknik Teoritisasi Data. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158. 
37

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2004), hlm. 26. 
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penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Tinjauan Teori, 

A.  Pemerintah Desa 

B.  Optimalisasi Dana Desa 

C.  Pariwisata Religi 

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas jenis penelitian, sifat 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV Pengelolaan dana desa, perkembangan pariwisata religi dan 

optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng  di desa 

lembasari jatinegara tegal. 

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang mana di dalam kesimpulan tersebut 

terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pemerintah Desa 

1. Pengertian Desa 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain 

yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
1
 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan 

hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-

batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena 

seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, 

ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih 

bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak 

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2
 

                                                             
1
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 1. 
2
Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, 

(Malang: Setara Press, 2014), hlm. 51. 
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Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, 

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala 

Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang 

merupakankesatuan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta 

yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir.
3
 

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis 

memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau 

kelompoknya.Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting 

dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan 

desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala 

urusan dan program dari pemerintah. Dalam aspek ekonomis, keberadaan 

desa sangat memegang peran penting, terutama sebagai salah satu 

indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan 

negara ini. Dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara 

sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan, meskipun ada 

lapisan masyarakat lainnya seperti di perkotaan.
4
 

Oleh karena itu, desa merupakan miniature bagi pemerintahan. 

Sesuatu bermula pada sesuatu yang sederhana dan kecil, kemudian 

meretas kesesuatu yang lebih besar, sehingga dari sebuah desa kita mampu 

melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah 

                                                             
3
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta : 

Erlangga, 2011), hlm. 4. 
4
Adisasmita Rahardjo, Manajemen Pemerintahan Daerah, (Yogjakarta: Graha Ilmu, 

2011), hlm. 22. 
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negara. Pembangunan nasional yang ditujukan terhadap pembangunan 

desa tentunya akan tergantung pada pendanaan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat.  Melalui program pemerintah dengan adanya Dana Desa 

yang dialokasikan ke desa-desa di berbagai wilayah, bisa bermanfaat 

untuk menunjang perkembangan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
5
 

2. Sejarah Terbentuknya Pemerintah Desa 

a. Pemerintahan Desa Masa Kolonial 

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan 

Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur 

dalam pasal 118 jo Pasal 121 I. S. yaitu Undang-undang Dasar Hindia 

Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli 

dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri 

(pimpinan). Berdasarkan ketatanegaraan Hindia Belanda, 

sebagaimana yang tersurat dalam Indische Staatsrwgwling, 

pemerintah Hindia Belanda memberikan hak untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sendiri kepada Kesatuan-kesatuan 

Masyarakat Hukum "Pribumi" dengan sebutan Inlandsche gementee 

yang terdiri dari dua bentuk, yaitu Swapraja dan Desa atau yang 

dipersamakan dengan desa.
6
 

Kemudian untuk swapraja yang merupakan bekas kerajaan-

kerajaan yang berhasil ditaklukkan, mereka masih diberi kelonggaran 

                                                             
5
Ibid., hlm. 23. 

6
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), hlm. 23. 
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yaitu berupa hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri (self 

bestuur). Sedangkan bagi desa-desa atau yang disama ratakan dengan 

desa, yaitu mereka yang tergabung dalam Kesatuan-kesatuan 

Masyarakat Hukum di luar Jawa, Madura, dan Bali, mereka disebut 

dengan Inlandsche Gemeente dan Dorp dalam H.I.R.
7
 

b. Pemerintah Desa Masa Awal Kemerdekaan 

Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa/Marga daitur 

dalam UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut. “Dalam teritorial 

Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 

“Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen” seperti 

desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di 

Palembang dan sebagainya.
8
 Daerah-daerah itu mempunyai susunan 

asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 

istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan 

daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang 

mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah 

tersebut”. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja 

atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. 

Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 

penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam UU No. 19/1965 ini 

mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun 

                                                             
7
Ibid., hlm. 23. 

8
Pasal 18 Penjelasan II UUD 1945 
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dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan 

karena sesuatu alasan pada waktu itu.
9
 

c. Pemerintah Desa Masa Orde Baru 

Pemerintah Orde Baru mengatur Pemerintahan Desa/Marga 

melalui UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang 

ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan 

kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mengatur Desa 

dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan Pemerintahan 

Desa/Marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan 

serta adat-istiadat. Dengan demikian, Pemerintahan Desa berdasarkan 

undang-undang ini tidak memiliki hak pengaturan di bidang hak 

ulayat atau hak wilayah. Istilah Desa dimaknai sebagai suatu wilayah 

yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi.Pemerintahan terendah langsung 

di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dalam ikatan NKRI.
10

 

d. Pemerintah Desa Masa Reformasi (1999-sekarang) 

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 

22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang 

ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-

usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu 

                                                             
9
Ibid., hlm. 3.  

10
Ibid., hlm. 4.  
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UU No 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau yang disebut 

dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui 

dala sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan 

memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan 

persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
11

 

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 

nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam 

pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah 

kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara 

pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan 

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan 

pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan 

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pemerintahan tersebut kepada Bupati.Keberadaan desa merupakan 

cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta 

pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat 

                                                             
11

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), hlm. 24. 
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dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan 

yang demokrastis.
12

 

3. Syarat dan Ketentuan Pembentukan Desa  

a. Syarat-syarat pembentukan desa 

Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan 

penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan desa 

merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
13

 

Syarat-syarat pembentukan desa : 

1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 

pembentukan; 

2) Jumlah penduduk, yaitu:  

a) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 

(seribu dua ratus) kepala keluarga;  

b) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 

(seribu) kepala keluarga;  

c) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 

800 (delapan ratus) kepala keluarga;  

d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 

3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;  

e) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu 

lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;  
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Ibid., hlm. 24.  
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lihat: Pasal 8 Ayat 1. 
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f) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua 

ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;  

g) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima 

ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;  

h) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara 

paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala 

keluarga; dan  

i) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) 

jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. 

3) Wilayah kerja  yang memiliki akses transportasi antarwilayah;  

4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;  

5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;  

6) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang 

telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;  

7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan 

publik; dan  

8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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b. Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa 

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari APBN 

4) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan Desa 

5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Desa 

6) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

keuangan Desa 

7) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa.
14

 

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Hak Kewenangan Pemerintah Desa 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari 

system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
15

 

Sebagaimana prinsip dasar pembagian kekuasaan kekuasaan, badan 

Eksekutif perlu dibantu dan bekerjasama dengan Legislatif, baik 

pemerintah Pusat, maupun Daerah, tidak terkecuali pemerintah Desa. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa selaku eksekutor tidak bekerja 
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sendiri, melainkan dibantu perangkat desa dan oleh lembaga lain, seperti 

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) sebagai mitra 

kerja. Dapat disimpulkan bahwa keberadaaan BPD sebagai legislator 

merupakan wujud demokratisasi di tingkat pedesaan.
16

 

Tugas kepala desa yang mengalami perubahan yang sebelumnya 

dalam pengaturan PP No. 72/2005 pasal 14 ayat (1) dikatakan tugas kepala 

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Kepala desa disini hanya sebagai penyelenggara atau 

pelaksana tugas yang diberikan oleh pemerintahan atasan. Hal ini berbeda 

dengan UU No. 6/2014 pasal 26 ayat (1) yang mengatakan tugas kepala 

desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Dapat diinterpretasikan bahwa kepala desa diberi 

keleluasaan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya dibanding 

pengaturan sebelumnya yang hanya menempatkan kepala desa sebagai 

pelaksana saja. 

Berikut tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintahan desa 

menurut UU No 6 tahun 2014:
17

 

a. Kepala Desa 

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersaam BPD 
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2) Mengajukan rancangan peraturan Desa 

3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama BPD 

4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5) Membina kehidupan masyarakat Desa 

6) Membina ekonomi desa 

7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

8) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan
18

 

b. Sekretaris Desa 

1) Tugas Pokok  

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan 

pengelolaan administrasi Desa, menyiapkan bahan penyusunan 

laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

2) Fungsi 

a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan 

bahan untuk kelancarakn tugs kepala desa 
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b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa 

berhalangan 

c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa 

diberhentikan sementara 

d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa 

e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

c. BPD (Badan Perwakilan Desa) 

1) Fungsi  

Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

2) Tugas  

a) Membahas rancangan peraturan desa bersaam kepala desa 

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

desa dan peraturan kepala desa 

c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat 

f) Menyusun tata tertib BPD. 

3) Hak  

a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa 
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b) Menyatakan pendapat Kewajiban 

c) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan  

mentaati segala peraturan perundang-undngan 

d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa 

e) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 

lembaga kemasyarakatan.
19

 

5. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan 

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan 

kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan 

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti me-

laksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat 

menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, 

penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 

umum 

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 

keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi 

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 
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keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, 

dan lembaga pemerintahan desa lainnya 

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan 

perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan 

belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan 

laporan
20

 

B. Optimalisasi Dana Desa 

1. Pengertian Optimalisasi 

Optimalisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah tertinggi, 

paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan 

berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan 

maksimal.Optimalisasi berarti pengoptimalan.
21

 Optimalisasi dana desa 

dalam meningkatkan pembangunan desa dilihat dari proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan teori dari 

Winardi tentang optimalisasi yaitu ukuran yang menyebabkan tercapainya 

tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah 

usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang 

diinginkan atau dikehendaki.
22

   

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu 

keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan 

pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya 
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yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah 

meminimumkan biaya.
23

 Pengertian optimalisasi yaitu sebagai berikut: 

Memiliki cangkupan sama dengan pengertian "Optimasi yaitu suatu proses 

untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat 

dicapai).  

Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan 

sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesusatu 

secara optimal".
24

 Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan 

keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan 

secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai 

ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan.
25

 

Penjelasan konsep optimalisasi optimal di definisikan sebagai 

sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Optimalisasi adalah 

hasil yang di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan 

pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi 

banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di 

penuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
26

 Optimalisasiadalah 
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proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang 

besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan.
27

 

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus 

diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang 

dibatasi:
28

 

a. Tujuan  

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi.Bentuk 

maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan 

dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi 

akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, 

waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan 

apa yang diminimumkan atau maksimumkan.
29

 Jika dalam tujuan 

optimalisasi dana desa maka ada keuntungan yang diharapkan setelah 

penganggaran dana desa untuk bidang tertentu khususnya yang 

berkaitan pada peningkatan ekonomi rakyat. 

b. Alternatif Keputusan 

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia 

tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang 

dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan 
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aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
30

 

Apabila dalam mengambil alternatif keputusan mengembangkan suatu 

bidang tertentu terutama yang berkaitan dengan perekonomian rakyat 

maka alternatif keputusan tersebut perlu dipertimbangkan supaya 

tujuan bisa tercapai dengan cara efektif dan efisien. 

c. Sumberdaya yang Dibatasi. 

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini 

terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses 

optimalisasi.
31

 Jika dalam proses pembangunan dan pengembangan 

suatu bidang usaha terutama dalam pembangunan dan pengembangan 

wisata desa perlunya sumber daya manusia yang siap bergerak tanpa 

adanya imbalan, artinya ada pengorbanan yang dilakukan oleh 

pengelola berupa tenaga kerja cuma-cuma. 

2. Pengertian Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.
32

 Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang 

dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, 

perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan 

antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek 

tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. 

Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari 

masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan diartikan sebagai suatu 

rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk 

akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan.
33

 

Dana desa diperoleh sebesar 10 dari Anggaran Pendapatan Dana 

Desa (APBN). Dimana Dana Desa tersebut langsung turun ke desa tidak 

melalui perantara. Dana desa sebesar 10% akan menambah penerimaan 

tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Penggunaan 

dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa. Pembagian dana desa dengan berdasar jumlah penduduk, 

angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa 

pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan 
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kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan untuk pelayanan 

dasar yang diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan 

pendidikan.
34

 

Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung 

kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola 

untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui 

mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat 

Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana 

Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Tujuan dalam 

upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan 

pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa 

maka tujuan pedoman umum ini yaitu: 

a. Menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas 

dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
35
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Pedoman umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana 

Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan 

berkeadilan sosial.
36

 

3. Manfaat Dana Desa  

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta 

penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. 

a. Pengentasan kemiskinan  

Dana desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan 

hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi 

kemiskinan, dengan dana desa, angka kemiskinan di desa menurun dua 

kali lipat dibandingkan di kota. Ini sebagai imbas dari adanya dana 

desa. Kini ada 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari 

kemiskinan. Dengan adanya dana desa, masyarakat bisa memanfaatkan 

                                                                                                                                                                       
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020.  
36

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. 



 

 
43 

sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan 

memperbaiki kualitas hidup di desa.
37

 

b. Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan 

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah 

untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah 

sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, 

termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-

hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, 

distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan 

desa,serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu 

dikembangkan untuk disempurnakan. Dengan dukungan alokasi dana 

desa yang terus meningkat ini diharap bisa dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UU Desa.
38

 

c. Dana Desa untuk Menahan Laju Urbanisasi 

Dana desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari 

kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak 

ber-urbanisasi. Dana desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak 

muda.
39
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4. Prinsip-Prinsip Prioritas penggunaan Dana Desa  

Adapun prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa, sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih 

mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian 

besar masyarakat Desa; 

b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 

Desa tanpa membeda-bedakan; 

c. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa;  

d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 

(tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan 

praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.  

e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran 

serta masyarakat Desa;  

f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.  

g. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan 

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam 

pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
40
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5. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa Wisata 

Adapun Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana Desa wisata antara lain : pembangunan 

ruang ganti dan/atau toilet, pembangunan gazebo, pengadaan lampu 

taman, pagar pembatas, pondok wisata (homestay), panggung 

kesenian/pertunjukan, kios cenderamata, pusat jajanan kuliner, tempat 

ibadah, menara pandang (viewing deck),gapura identitas; wahana 

permainan anak, wahana permainan outbound,taman rekreasi, tempat 

penjualan tiket, angkutan wisata, tracking wisata mangrove, peralatan 

wisata snorkeling dan diving,papan interpretasi,sarana dan prasarana 

kebersihan, pembuatan media promosi (brosur, leaflet,audio visual), 

internet corner, dan sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
41

 

C. Pariwisata Religi 

1. Pengertian Pariwisata  

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas kata 

pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata 

berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata 

diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-

putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut 

dengan kata “Tour”, sedangkan untuk pengertian jamak, Kata 
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“Kepariwisataan” dapat digunakan kata “Tourisme” atau “Tourism”. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata 

adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. 

Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam 

Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai 

sebagai pengganti kata Turisme sebelum kata pariwisata diambil dari 

bahasa Sansekerta.
42

 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait dengan bidang wisata. Objek dan daya tarik wisata adalah segala 

sesuatu yang menjadi sasaran wisata.Wisata adalah kegiatan perjalanan 

atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta 

bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata dalam 

suatu destinasi wisata.
43

 

Pengembangan wisata alam sangat erat kaitannya dengan 

peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan 

ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai 

kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, 

aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang 

wilayah. Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk menuju ke arah 

yang lebih baik, lebih luas atau meningkat. Pengembangan pariwisata 
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dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan 

fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
44

 

Jenis pariwisata dapat dibagi berdasarkan objek dan daya tariknya. 

Berdasarkan ini jenis pariwisata dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

pariwisata alam, budaya, dan minat khusus. Pariwisata alam adalah jenis 

pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya pada keindahan 

alam.Pariwisata budaya adalah jenis pariwisata yang mendasarkan objek 

dan daya tariknya pada keindahan hasil budaya. Pariwisata minat khusus 

adalah kenis pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya pada 

minat-minat khusus.
45

 

Belum adanya suatu kejelasan dan kesepakatan dari para pakar 

tentang definisi pariwisata, berikut beberapa penjelasan dari sudut 

pandang masing-masing pakar :
46

 

a. Herman V. Schulalard, kepariwisataan merupakan sejumlah kegiatan, 

terutama yang ada kaitannya dengan masuknya, adanya pendiaman 

dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah 

atau negara.  

b. E. Guyer Freuler, pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena 

dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan 

dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan 
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kecintaan yang disebabkan oleh pergaulan berbagai bangsa dan kelas 

masyarakat. 

c. Krapt, kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang 

ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta 

penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak 

tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang 

bersifat sementara itu. 

d. Salah Wahab, pariwisata itu merupakan suatu aktifitas manusia yang 

dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian 

diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), 

meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu), 

suatu negara atau benua untuk sementara waktu dalam mencari 

kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang 

dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan. 

e. Hans. Buchli, kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang 

bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud 

memperoleh pelayanan yang diperuntukan bagi kepariwisataan itu oleh 

lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu.
47

 

Suatu hal yang sangat menonjol dari batasan-batasan yang 

dikemukakan di atas ialah bahwa pada pokoknya, apa yang menjadi 

ciri dari perjalanan pariwisata itu adalah sama atau dapat disamakan 
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(walau cara mengemukakannya agak berbeda-beda), yaitu dalam 

pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yaitu : 

1) Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu  

2) Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain  

3) Perjalanan itu; walaupun apapun bentuknya, harus selalu dikaitkan 

dengan pertamasyaan atau rekreasi  

4) Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di 

tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di 

tempat tersebut.
48

 

2. Jenis-jenis Pariwisata 

Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal.Istilah ini 

umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan 

penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. 

Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan 

memuaskan bermacam-macam keinginan. Di samping itu, untuk keperluan 

perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula 

dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya, sehingga 

jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan akan dapat berwujud 

seperti diharapkan dari kepariwisataan itu sendiri. Sebenarnya pariwisata 

sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain
49

, 

misalnya : 
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a. Pariwisata menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata 

berkembang dibedakan menjadi :  

1) Pariwisata lokal (local tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang 

ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat 

tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, 

kepariwisataan kota Bandung.  

2) Pariwisata regional (regional tourism) yaitu kegiatan 

kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, 

dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional 

dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, 

Yogyakarta, dan lain-lain.  

3) Pariwisata nasional (national tourism) yaitu jenis pariwisata yang 

dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para 

pesertanya tidak saja terdiri dari warganegaranya sendiri tetapi juga 

orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya 

kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah 

Indonesia.  

4) Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan 

yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, 

tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam 

wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.  



 

 
51 

5) Pariwisata internasional (International tourism) yaitu kegiatan 

kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara 

di dunia.
50

 

b. Pariwisata menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran  

1) Pariwisata aktif (in bound tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan 

yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu 

negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa 

bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat 

posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.  

2) Pariwisata pasif (out-going tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan 

yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri 

bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari 

segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal 

wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar 

negeri.
51

 

c. Menurut alasan/tujuan perjalanan  

1) Business tourism yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya 

datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan 

dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain  

2) Vacational tourism yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang 

melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang 

berlibur, cuti, dan lain-lain  
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3) Educational tourism yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau 

orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari 

suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya: darmawisata (study 

tour).  

4) Familiarization tourism yaitu suatu perjalanan anjangsana yang 

dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang 

mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.  

5) Scientific tourism yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya 

adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap 

sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
52

 

6) Special Mission tourism yaitu suatu perjalanan wisata yang 

dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, 

misi olah raga, maupun misi lainnya.  

7) Hunting tourism yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan 

untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh 

penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.
53

 

3. Pengertian Pariwisata Religi 

Secara sederhana, pariwisata religi diartikan sebagai ziarah atau 

kunjungan seseorang maupun kelompok ke situs yang penting atau 

dianggap penting terkait dengan penyebaran suatu agama.Bentuk situs 

tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari masjid, candi, arca, perhiasan, 

adat-istiadat, bahkan makam tokoh terkemuka. Tujuannya tentu bukan 
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untuk meminta apa pun, melainkan mempelajari bagaimana para 

pendahulu tumbuh menjadi pendakwah yang baik.  

Kata wisata diserap dari bahasa Sanskerta, vis,yang bermakna 

masuk. Kemudian, kaya tersebut diserap menjadi bahasa Jawa Kuno 

Vicata, dan diartikan sebagai perjalanan atau mengunjungi objek 

wisata.Umumnya, wisata religi dipandang sebagai sebuah perjalanan 

untuk mendapatkan kebahagiaan sekaligus illmu. Sebab, selama 

mengunjungi situs bersejarah, wisatawan akan diajak mendalam sejarah 

serta tokoh berpengaruh di dalamnya. Wisata religi identik dengan 

kebiasaan umat islam. Tetapi, saat ini pemaknaannya mulai meluas ke 

setiap umat beragama.
54

 Ketika mengunjungi destinasi wisata religi, kita 

akan dihadapkan pada cerita-cerita masa lalu ketika para penyebar agama 

berjuang. Dari sana kamu bisa belajar bersyukur dan sabar. Mengunjungi 

objek wisata religi juga akan mendekatkan diri pada Tuhan. Maka, tidak 

ada salahnya mengunjungi salah satu tempat untuk menemukan kembali 

makna hidup.
55

 

4. Perkembangan Pariwisata Religi 

Pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor 

andalan dan unggulan secara luas akan terjemahkan sebagai penghasilan 

devisa yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

pendapatan asli daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, 
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memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pengembangan 

pariwisata dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, pengembangan 

pariwisata bertujuan untuk mengetengahkan berbagai kegiatan strategis 

dan berbagai rekaman peristiwa pembangunan kebudayaan dan 

kepariwisataan yang demikian besar dan komplek tantangan yang dihadapi 

Indonesia belakangan ini.
56

 

Pariwisata religi memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan 

dengan nilai-nilai kerohanian dan toleransi antar umat beragama yang 

dapat menjadi pedoman bagi kehidupan. Keanekaragaman keindahan alam 

indonesia yang dipadukan dengan nilai-nilai kerohanian menjadikan 

tempat wisata memiliki keindahan tersendiri. Indonesia memiliki potensi 

wisata religi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan sejak dahulu indonesia 

dikenal sebagai negara religius. Banyak bangunan atau tempat bersejarah 

yang memiliki arti khusus bagi wisatawan. Serta itu, jumlah penduduk 

umat beragama diindonesia merupakan potensi bagi perkembangan wisata 

religi di indonesia. Pengembangan pariwisata religi memiliki kekuatan 

penggerak perekonomian yang luas, tidak semata-mata terkait dengan 

peningkatan kunjungan wisatawan, namun lebih pentingnya lagi adalah 

pengembangan pariwisata yang mampu membangun Asemangat 

kebangsaan, apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa dan toleransi 

antar umat beragama hingga saat ini pengembangan wisata religi 

diindonesia belum berjalan optimal, padahal aspek ini sangat berpengaruh 
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terhadap peningkatan masyarakat terutama pendapatan asli daerah. 

Diindonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam 

mempergunakan kekayaan sebagai objek untuk mendatangkan devisa 

melalui pariwisata lain.
57

 

D. Makam Mbah Jeneng 

1.  Silsilah Makam Mbah Jeneng 

Dalam masa pemerintahan raja-raja tanah jawa 

tersebutlah kerajaan Majapahit dengan penguasanya Prabu Brawijaya. 

Prabu Brawijaya menurut naskah babad disebutkan adalah raja terakhir 

penguasa kerajaan Majapahit. Dikisahkan bahwa pada suatu hari putri 

Prabu Brawijaya yang bernama Retno Ayu Pambayun diculik oleh Menak 

Dali Putih raja kerajaan Blambangan putra Menak Jingga. Pada masa itu 

tersebutlah seorang pahlawan bernama Jaka Senggara yang berhasil 

merebut dan membebaskan Retno Ayu Pambayun dari tangan Menak Dali 

Putih sehingga dalam pertempuran itu Menak Dali Putih menemui ajalnya. 

Atas jasa dari Jaka Senggara tersebut kemudian Prabu Brawijaya 

mengangkat Jaka Senggara menjadi bupati Pengging dengan gelar 

kebesaran Handayaningrat. Selain dianugerahi menjadi bupati Pengging, 

Jaka Senggara dinikahkan dengan Retno Ayu Pambayun. 

Kerajaan Majapahit dimasa-masa akhir kehancurannya terjadi 

pemberontakan dimana-mana. Pemberontakan-pemberontakan itu didasari 

keinginan merebut tahta kerajaan. Handayaningrat gugur dimedan laga 
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saat perang antara Majapahit dengan Demak Bintoro.  Disebutkan bahwa 

Handayaningrat (Ki Ageng Pengging Sepuh)tertusuk keris Sunan 

Ngudung hingga menemui ajalnya. Tahta kerajaan Majapahit berikut 

benda-benda pusaka kerajaan diboyong ke Demak. Kemudian Raden 

Patah atas prakarsa para wali songo mendirikan kerajaan Demak. 

Setelah terbunuhnya Handayaningrat maka pemerintahan Pengging 

dipegang oleh anaknya yang bernama Ki Kebo Kenanga dengan gelar Ki 

Ageng Pengging. Sejak saat itu Pengging menjadi daerah bawahan 

kerajaan Kasultanan Demak. Ketika Kasultanan Demak terjadi perang 

pengaruh antara para wali songo pendukung kerajaan Kasultanan Demak 

dengan Syeh Siti Jenar, pertentangan itu semakin meruncing sehingga 

terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Ki Ageng Pengging 

dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap kekuasaan 

Kasultanan Demak. Ki Ageng Pengging mempunyai seorang anak yang 

bernama Mas Karebet.  Ketika dilahirkan ayahnya Ki Ageng Pengging 

sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng 

Tingkir. 

Setelah selesai ndalang Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal 

dunia. Setelah kematian Ki Ageng Pengging, Nyai Ageng Pengging sering 

sakit-sakitan dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu 

Mas Karebet diambil sebagai anak asuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Mas 

Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gemar olahkanuragan dan bertapa 

sehingga mendapat sebutan Jaka Tingkir.Jaka Tingkir diambil murid oleh 
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Sunan Kalijaga dan pernah juga berguru kepada Ki Ageng Selo. Ditempat 

Ki Ageng Selo itu Jaka Tingkir dipersaudarakan dengan cucu Ki Ageng 

Selo yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi.  

Pada masa Kasultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan 

Trenggono, Jaka Tingkir banyak berjasa. Sultan Trenggono menjadikan 

Jaka Tingkir bupati Pajang dan menikahkannya juga dengan salah satu 

putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka. Jaka Tingkir dianugerahi 

gelar Hadiwijaya. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, Sunan 

Prawoto naik takhta, namun kemudian tewas dibunuh sepupunya, 

yaitu Arya Penangsang bupati Jipang. Setelah itu, Arya Penangsang juga 

berusaha membunuh Hadiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu 

Kalinyamat (bupati Jepara putri Sultan Trenggana), Hadiwijaya dan para 

pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Ia pun menjadi 

pewaris tahta Kesultanan Demak, yang ibu kotanya dipindah ke Pajang. 

Hadiwijaya atau Jaka Tingkir kemudian mengganti nama kerajaan menjadi 

kerajaan Kasultanan Pajang(tahun 1549).  

Pada suatu saat, ketika Kyai Tepusrumput sedang bertapa di bawah 

pohon Jatiwangi, Ia di datangi oleh seorang laki-laki tua bernama Kyai 

Kantaraga. Kyai Kantaraga memerintahkan agar Ia bertapa di bawah 

pohon Pule selama 40 hari. Setelah perintah itu dilaksanakan, yaitu bertapa 

selama 40 hari, Ia mendapatkan sebentuk cincin emas, yang ternyata 

bernama socaludira. Cincin itu, ternyata adalah milik Sultan pajang 

(Sultan Hadiwijaya;Jaka Tingkir) yang hilang. Karena mengetahui bahwa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Trenggana
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Prawoto
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunan_Prawoto
http://id.wikipedia.org/wiki/Arya_Penangsang
http://id.wikipedia.org/wiki/Arya_Penangsang
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadiwijaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Kalinyamat
http://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Kalinyamat
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepara
http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Trenggana
http://id.wikipedia.org/wiki/Hadiwijaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Arya_Penangsang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Demak
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cincin socaludira adalah miliki sultan Pajang maka Ia mengembalikannya. 

Saking girangnya Sultan Pajang menemukan kembali cincin 

kesayangannya itu, maka Sultan Pajang memberikan hadiah. Kepada Kyai 

Tepusrumput seorang putri triman yang sedang hamil 4 bulan.Setelah 

menunggu cukup lama, akhirnya putri triman itu melahirkan jabang bayi 

laki-laki, yang kemudian Ia serahkan kembali kepada Sultan pajang. Akan 

tetapi, oleh Sultan Pajang bayi tersebut diserahkan kembali kepada kyai 

Tepusrumput, yang kemudian bergelar Kyai Ageng Ore-ore.Setelah 

tumbuh dewasa, anak dari putri triman atau anak tiri dari Kyai 

Tepusrumput menggantikan kedudukan Kyai Tepusrumput dengan gelar 

Kyai Adipati Anyakrapati atau Adipati Onje II. Adipati Anyakrapati atau 

Adipati Onje II memperistri dua orang yang berasal dari Cipaku dan Pasir 

Luhur. Dari istri yang berasal dari Cipaku, Ia di karuniai 2 orang putra, 

yakni; Raden Cakra Kusuma dan Raden Mangunjaya. Selanjutnya dengan 

istri keduanya yang berasal dari Pasir Luhur, Adipati Anyakrapati atau 

Adipati Onje II di karuniai 2 putera yang semunya adalah perempuan. 

Karena selalu terjadi percekcokan dalam keluarga akhirnya Adipati Onje 

membunuh kedua istrinya. Selanjutnya Ia kawin dengan anak perempuan 

Adipati Arenan yang bernama Nyai Pingen.Dari perkawinan tersebut, 

Adipati Onje II, dikaruniai seorang putra bernama Kyai Arsa Kusuma 

yang kemudian berganti nama menjadi Kyai Arsantaka. 

Setelah dewasa, Kyai Arsantaka kawin dengan 2 orang putri.Istri 

pertama bernama Nyai Merden dan istri kedua bernama Nyai Kedung 
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Lumbu. Dari istri pertama, Kyai Arsantaka di karuniai 5 orang putera, 

yakni; pertama Nyai Arsamenggala, kedua Kyai Dipayuda,ketiga Kyai 

Arsayuda, yang kemudian menjadi menantu Tumenggung Yudanegara II. 

Putera keempat bernama Mas Ranamenggala dan kelima adalah Nyai 

Pancaprana. Dengan istri kedua, Kyai Arsantaka di karuniai 1 putera yaitu 

Mas Candrawijaya, yang di kemudian hari menjadi Patih Purbalingga. 

Diceritakan bahwa kyai Arsantaka meninggalkan Kadipaten Onje 

untuk berkelana ke arah timur dan sesampainya di desa Masaran 

(Sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) diambil anak 

angkat oleh Kyai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kyai Ageng 

Giring dari Mataram. Pada tahun 1740 – 1760, Kyai Arsantaka menjadi 

demang di Kademangan Pagendolan (sekarang termasuk wilayah desa 

Masaran), suatu wilayah yang masih berada dibawah pemerintahan 

Karanglewas (sekarang termasuk kecamatan Kutasari, Purbalingga) yang 

dipimpin oleh R. Tumenggung Dipayuda I. 

Kyai Arsantaka karena banyak menyumbang jasa maka dinobatkan 

menjadi Raden Tumenggung Dipayuda II.Banyak riwayat yang 

menceritakan tentang kepahlawanan dari Kyai Arsantaka antara lain ketika 

terjadi perang Jenar, yang merupakan bagian dari perang Mangkubumen, 

yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya 

Paku Buwono II dikarenakan Pangeran mangkubumi tidak puas terhadap 

sikap kakanya yang lemah terhadap kompeni Belanda. Dalam perang jenar 

ini, Kyai Arsantaka berada didalam pasukan kadipaten Banyumas yang 
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membela Paku Buwono. Dikarenakan jasa dari Kyai Arsantaka kepada 

Kadipaten Banyumas pada perang Jenar, maka Adipati banyumas R. 

Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kyai Arsantaka yang 

bernama Kyai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya 

waktu, maka putra Kyai Arsantaka yakni Kyai Arsayuda menjadi 

Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III. 

Masa masa pemerintahan Kyai Arsayuda dan atas saran dari 

ayahnya yakni Kyai Arsantaka yang bertindak sebagai penasihat, maka 

pusat pemerintahan dipindah dari Karanglewas ke desa 

Purbalingga,dikemudian hari menjadi Kabupaten Purbalingga. Anak kedua 

Kyai Arsantaka dari Nyai Merden yang bernama Kyai Dipayuda berkelana 

kewilayah Banjar Pertambakan(sekarang Banjarmangu)yang dikuasai 

Kyai Ngabei Wirayuda. Beberapa waktu kemudian Kyai Ngabei Wirayuda 

meninggal dunia sehingga wilayah Banjar tidak ada yang menguasai. 

Konon atas kekosongan kekuasaan ini maka Kyai Dipayuda diangkat 

menjadi Raden Tumenggung Dipayuda IV. 

“Tumuta lampah kawula, sri naréndra ngandika iya becik, 

tinimbalan praptèng ngayun, sang nata angandika, Dipayuda milua 

amapag musuh, tur sembah matur sandika” Artinya:” Mengikuti saran, 

sang raja berkata,”Ya, kalau begitu panggillah Dipayuda menghadap 

saya”.  Kepada Dipayuda raja memerintahkan untuk mencegat musuh dan 

di jawab bahwa dia siap”. Sehingga Sri Susuhunan Paku Buwono VII 

mengusulkan agar Raden Tumenggung Dipayuda IV diangkat menjadi 
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bupati Banjar.berdasarkan Resolutie Governeor General Buitenzorg 

tanggal 22 agustus 1831 nomor I.Usul tersebut disetujui oleh Gubernur 

Jenderal.Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan Banjar Watu Lembu. 

Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang 

menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini 

menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus 

menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan 

Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan 

ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar (sekarang 

Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang 

baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas 

dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan (Banjar) inilah 

didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini 

menjadi ”Banjarnegara” (Banjar:Sawah,Negara:Kota). R.Tumenggung 

Dipayuda menjabat Bupati sampai tahun 1846.Setelah pensiun dari jabatan 

bupati Kyai Dipayuda atau Raden Tumenggung Dipayuda IV tidak ada 

kabar beritanya lagi ditingkat pemerintahan. Maka diangkatlah Raden 

Adipati Dipadiningrat sebagai penggantinya. 

Tidak ada kabar secara pasti kemana kepergian Kyai Dipayuda 

pendiri Banjarnegara.Namun menurut kabar angin yang tersiar bahwa 

Kyai Dipayuda bersama dengan istri meninggalkan kota Banjarnegara 

untuk mencari kehidupan yang tenang disebuah kaki gunung di dataran 

tinggi Dieng. Tersebutlah gunung Nagasari. Kuat dugaan bahwa Kyai 
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Dipayuda bersama istri membuka hutan dikaki gunung Nagasari. Lama-

kelamaan menjadi sebuah kampung. Kyai Dipayuda dan Nyai Dipayuda 

menghabiskan masa-masa terakhir umurnya dan meninggal dunia di 

kampung tersebut. Karena jasa Kyai Dipayuda mendirikan perkampungan 

dan memberikan petuah-petuah kepada masyarakat kemudian lebih 

banyak dikenal dengan nama Kyai Gembol. Setelah Kyai Dipayuda 

meninggal dunia kemudian atas kesepakatan dari warga kampung 

kemudian namanya diabadikan menjadi nama desa yaitu Desa Gembol 

Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.
58
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari 

bahasaInggris. Metode sendiri berasal dari kata method, yang berarti ilmu 

yang menerapkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. 

Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris 

research yang terdiri dari kata re (mengulang), dan search (pencarian, 

penelusuran dan penyelidikan), maka research berarti melakukan pencarian, 

sehingga logis dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan solusinya.
1
 

Pengertian metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun 

secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan 

data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan 

subjek/objek yang diteliti. Metodologi penelitian akan lebih baik jika 

disesuaikan dengan subjek/objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat 

dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada 

akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa 

dipertanggungjawabkan.
2
 

                                                             
1
Yosi Permatasari, Perbedaan Pertimbangan Putusan HakimTerhadap Sanksi Pidana 

Penjara Bagi Anak, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2020). 
2
Irawan Soehartono,Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainny, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), hln. 9. 
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B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara 

langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya 

setempat.
3
 Dalam penelitian ini akan membahas tentang optimalisasi dana 

desa dalam bidang pariwisata religi mbah jeneng desa lembasari jatinegara 

tegal.  

Dalam hal metode kualitatif, Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang 

bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. 

Data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang 

akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, 

interview secara mendalam, dan observasi berpean serta, dalam 

mengumpulkan data.
4
 Dikemukakan di sini bahwa penelitian kualitatif itu: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah 

instrumen kunci. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, 

peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat 

mempengaruhi keilmiahan obyek yang diteliti. 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 

                                                             
3
Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), hlm. 28 

4
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 3. 
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angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya 

dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk 

atau outcome. Peneliti kualitatif lebih memfokuskan pada penelitian 

yang bersifat proses, seperti interaksi antar manusia dalam suatu 

komunikasi, proses pelaksanaan kerja, perkembangan suatu gejala atau 

peradaban. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Peneliti 

kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari 

lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan 

temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu. 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 

teramati). Penelitian kualitatif lebih menekankan untuk memahami 

makna secara mendalam dari suatu gejala, makna adalah data yang 

sesungguhnya dibalik data yang tampak, makna adalah hasil interpretasi 

dari suatu data yang tampak.
5
 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 
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berbagai cara, bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada 

setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.  

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subjek yang dapat dipercaya.
6
 Pengertian secara luas, data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, badan 

hukum, atau badan pemerintahan dengan cara observasi atau 

pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner atau angket. Dalam 

penulisan data primer ini, data yang diperoleh oleh penulis merupakan 

data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun 

observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk 

mendapatkan data yang akurat dari narasumber pejabat instansi terkait 

mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
7
 

Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian 

hukum empiris. Dimana didalamnya ada tanya jawab dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh 

peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh 

                                                             
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 23. 
7
Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2008), hlm. 130. 
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hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.
8
 Adapun dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama juru 

kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur pemerintah desa, serta Kepala 

Desa Lembasari. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman 

video, benda-benda dan lain-lain.
9
 Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.Sumber data ini 

merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau 

data pelengkap sebagai bahan pembanding.
10

 Adapun dalam penelitian 

ini data sekunder yaitu berupa catatan dan foto-foto bukti bentuk fisik 

dari pengalokasian dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah 

Jeneng sejak tahun 2018 hingga saat ini. 

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 

data dalam prosespenelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut : 

a. Internet Searching yaitu mengakses website dan situs-situs 

yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah 

dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan 

acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang 

                                                             
8
Ibid., hlm. 131. 

9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 22. 
10

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 
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berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini 

penulis mengakses website, ebook, jurnal, skripsi, artikel yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti. 

b. Observasi yaitu memperhatikan dan mengikuti dalam 

artimengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku 

yang dituju. Intidari observasi adalah perilaku yang tampak 

dan adanya tujuan yang ingindicapai. Perilaku yang tampak 

dapat berupa perilaku yang dapat dilihatsecara langsung, dapat 

didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.
11

 Observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu 

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang 

canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun 

yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.
12

 Peneliti 

meneliti langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian di Pemerintahan Desa Lembasari dan Wisata 

Religi Mbah Jeneng  

c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan 

data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode 

ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek 

penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, 
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Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba 

Humanika,2014), hlm. 131-132.  
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 106. 
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menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk 

dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat 

kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.
13

 Dalam 

pengertian yang lebih luas, dokumentasi bukan hanya yang 

berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda 

peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Hasil 

penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya 

apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan 

seni yang telah ada.
14

 Peniliti mengumpulkan data dalam 

bentuk foto-foto pengembangan pariwisata religi Mbah Jeneng 

dari tahun 2018 hingga saat ini yang sumber anggarannya 

berasal dari dana desa. 

d. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian 

hukum empiris, dimana didalamnya ada tanya jawab dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat 

oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk 

memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.
15

 

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah 

wawancara takberstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara secara sistematis dan lengkap untuk 
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Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144. 
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm.202.  
15
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pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
16

 Dalam metode pengumpulan data berupa 

wawancara peneliti mewawancarai beberapa narasumber 

diantaranya aparatur pemerintah desa, juru kunci makam Mbah 

Jeneng, dan masyarakat setempat. 

D. Teknis Analisis Data 

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana ynag penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saaat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel.
17

 

Dari data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian peneliti 

menganalisakemudian mengkorelasikan dengan teori-teori yang 

                                                             
16
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telahdiungkapkan sebagai dasaracuan dalam penelitian kali ini. Adapun 

analisadata meliputi, antara lain : 

1. Data Reduction (Reduksi Data). Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti 

dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
18

 Dari hasil data 

wawancara, peneliti perlu memilih informasi dari narasumber 

supaya informasi yang disajikan dan dianalisis dalam skripsi ini 

tidak bersifat umum. 

2. Data Display (Penyajian Data). Setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dalam mendisplaykan data, maka 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 131-142. 
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akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutkan berdasarkan apa yang dipahami 

tersebut. Dalam penelitian ini ada beberapa data yang disajikan 

dalam bentuk tabel dan gambar, tujuannya supaya memudahkan 

peneliti dalam menginterpretasikan data dan memudahkan 

pembaca.
19

 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 
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berada di lapangan.
20

 Peneliti menyimpulkan data yang diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara obyektif. 

Content analisissebagai suatu metode sudah dikenal cukup lama 

dan banyak digunakan oleh para pakar dari berbagai bidang keilmuan 

dan studinya, dan telah cukup banyak menghasilkan temuan berharga 

dalam bidang keilmuan. Dalam hubungan ini maka dianjurkan tawaran 

bagaimana kalau metode content analisisdapat dikembangkan sebagai 

salah satu metode dalam penelitian agama. Content analisis merupakan 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.
21

 

 Secara keilmuan hal ini bukan satu permasalahan, namun secara 

praktis, kalau kita berkeinginan demikian maka diperlukan suatu 

pemahaman yang menyeluruh mengenai metode tersebut dan menjajagi 

hal-hal yang akan menjadi content analisis dalam gerak operasionalnya.
22

 

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menganalisis 

data yang sudah diperoleh berupa data pengelolaan dana desa untuk 

pengembangan wisata religi dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, dan 

dari hasil observasi serta wawancara bersama narasumber, yang 

selanjutnya di korelasikan dengan teori optimalisasi.  
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Ibid., hlm.131-142. 
21

Azwar Saiffudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 54. 
22
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum Wisata Religi Makam Mbah Jeneng 

a. Lokasi Desa Lembasari 

Lembasari adalah sebuah desayang berada di wilayah Tegal, 

dengan gaya bahasa Tegal yang khas. Seperti yang kita ketahui bahwa 

kecamatan Jatinegara memiliki potensi di area persawahan. Kelurahan 

Lembasari ternyata memiliki potensi wisata situs sejarah, setiap akhir 

pekan obyek wisata ini ramai dikunjungi masyarakat Tegal. Di tahun 

2020 ini, ternyata Lembasari sudah cukup maju. Hal ini dibuktikan 

dengan tingkat ekonomi desa Lembasari kecamatan Jatinegara 

kabupaten Tegal ini semakin naik. Maka dari itu kabupatenTegal 

selalu mendukung tiap desa agar lebih maju.  

Potensi alam yang dimiliki desa lembasari yaitu berupa 

persawahan dengan luasan kurang lebih setengah luasnya desa 

lembasari. Dengan begitu sebagian besar mata pencaharian warga 

yaitu petani. 

Dengan konsep petunjuk arah jalan menuju Lembasari maupun 

ke Jatinegara, bisa sampai ditujuan dengan mudah melalui jalur 

alternatif yang ada. Berikut gambar luasan wilayah Desa Lembasari. 
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Gambar 4.1.1 Peta Desa Lembasari Jatinegara Tegal 

 
Sumber : Google Maps 

 

Dari gambar peta diatas merupakan tampilanDesa Lembasari 

dengan luas 28,33 Km
2
 yang berada di Kecamatan Jatinegara 

Kabupaten Tegal. Dengan batas sebelah utara merupakan Desa 

Tamansari, sebelah timur Desa Luwijawa, sebelah selatan Desa 

Jatinegara, sebelah barat Desa Dukuh bangsa.  

b. Lokasi Wisata Religi Mbah Jeneng  

Lokasi wisata religi Mbah Jeneng, jika pengunjung langsung 

datang ke Desa Lembasari Jatinegara Tegal ada beberapa titik penunjuk 

arah menuju lokasi, pertama ada di perbatasan antara Lembasari dan 

Jatinegara, kedua ada di Dukuh Pucung atau Lembasari Barat berbatasan 

dengan Dukuh Bangsa, dibuatnya penunjuk arah supaya memudahkan 

pengunjung atau peziarah yang ingin menuju wisata. Berikut gambar 

denah yang menunjukan lokasi wisata religi Mbah Jeneng: 
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Gambar 4.1.2 Denah Makam Mbah Jeneng Desa Lembasari 

Sumber: Google Maps 

Dari denah diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi makam 

Mbah Jeneng terletak di Desa Lembasari bagian utara, maka apabila 

ada peziarah atau pengunjung bisa datang terlebih dahulu ke Balai 

Desa Lembasari yang lokasi di sebelah selatan. Denah atau lokasi ini 

bisa diakses siapapun melalui google maps sehigga mempermudah 

siapapun yang ingin datang. 

c. Jumlah Penduduk Desa Lembasari Jatinegara Tegal  

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan 

yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah 

dan mengurangi jumlah penduduk, yang menjadi permasalahan adalah 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan 

berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. 

Dengan keadaan yang demikian di mungkinkan pertumbuhan 

penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu 

wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan 
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efektif. Berikut merupakan tabel data pertumbuhan penduduk Desa 

Lembasari : 

Tabel 4.1.1 Data Jumlah Penduduk Desa Lembasari 

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah penduduk 

1. 2018 2.660 1.990 4.650 

2. 2019 2.678 2.012 4.690 

3. 2020 2.690 2.076 4.766 

Sumber: Data Pemerintah Desa 

 Dari data diatas dapat disimpulkan pada tahun 2018 jumlah 

penduduk sebanyak 4.650, dan meningkat pada 2019 sebanyak 40 

jiwa, sedangkan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan jumlah 

penduduk sebanyak 76 jiwa. 

d. Data Pengelolaan Wisata Religi Mbah Jeneng  

Unsurpengelola wisata diutamakan seseorang yang memiliki 

kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di 

daerahnya, membina masyarakat dan turut melaksanakan sapta pesona 

dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin dipilih berasal dari para 

anggota itu sendiri atau yang ditunjuk oleh anggota. Di Makam Mbah 

Jeneng terdapat beberapa anggota pengelola wisata yang dibentuk 

melalui musyawarah bersama, berikut tabel data pengelola wisata 

religi Mbah Jeneng Lembasari : 

Tabel 4.1.2 Data Pengelola Wisata Makam Mbah Jeneng 

Jabatan Nama 

Penanggung Jawab Muhammad Drajat 

Ketua Supardi 

Wakil Ketua Imron Aji 

Sekretaris Dwi Yanti Astuti 
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Jabatan Nama 

Bendahara Wasitah 

Seksi-seksi  

Kebersihan Slamet Riyadi 

Keamanan dan Kenyamanan Hariyawan 

Konsumsi Kaniti 

Promosi Syarifudin 

Sumber: Data Pengelola Wisata 

Dari data diatas menunjukan bahwa wisata Makam Mbah 

Jeneng dikelola dengan tertib, terkordinir, teratur, aman.Dengan 

dibentuknya struktur tersebut agar wisata ini tertata memiliki visi misi, 

dan bisa berkembang sesuai tujuan. 

e. Data Pengunjung Wisata Religi Mbah Jeneng  

Dilihat dari perkembangan wisata, pengunjung/peziarah di 

Makam Mbah Jeneng mengalami pasang surut selama beberapa tahun 

terakhir. Jumlah wisatawan mengalami kenaikan di tahun tertentu dan 

mengalami penurunan di tahun berikutnya seperti yang tercatat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1.3 Data Pengunjung Wisata Religi Mbah Jeneng 

Bulan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Januari 341 211 222 

Februari 322 229 197 

Maret 189 174 Tutup 

April 412 316 Tutup 

Mei 217 217 Tutup 

Juni 186 188 Tutup 

Juli 118 318 Tutup 

Agustus 215 243 35 

September 268 355 46 

Oktober 316 319 
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Bulan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Nopember 210 217 
 

Desember 223 285 
 

Jumlah 3017 3072 500 

Sumber: Data Pengelola Wisata 

Data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah 

pengunjung/peziarah yang telah tercatat diatas menunjukkan jumlah 

pengunjung tertinggi pada tahun 2018 dibulan april sebanyak 412 

orang. Sedangkan jumlah pengunjung terendah yaitu pada bulan juli 

sebanyak 118 orang. 

Pada tahun 2019 ada kenaikan dibulan Juli dengan jumlah 

pengunjung sebanyak 316 orang, dan penurunan dibulan maret 

pengunjung hanya sebanyak 174 orang. Pada tahun 2020 mengalami 

penurunan drastis, disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang 

mengakibatkan Wisata Makam Mbah Jeneng ditutup untuk sementara 

selama 5 bulan, dan buka kembali pada bulan agustus dengan 

diterapkannya protokoler kesehatan, untuk mencegah penularan 

Covid-19. 

2. Data Lapangan 

a. Pengelolaan Dana Desa 

Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
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pemberdayaan masyarakat. Salah satu prioritas yang di anggarkan dari 

dana desa yaitu untuk pengembangan wisata desa. 

1) Pengelolaan Dana Desa Bidang Pariwisata Religi  Mbah 

Jeneng  

Peningkatan nominal yang dianggarkan pemerintah desa 

untuk pengembangan wisata, adapun data hasil temuan peneliti di 

lapangan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.1.4 Data Pengelolaan Dana Desa  

Bidang Pariwisata Religi  Mbah Jeneng 

Tahun Jenis Pembangunan Nominal Ket 

2018 

1. Pembangunan Toliet 

2. Pembuatan jalan dengan 

Paving Block 

Rp 30.000.000,- 

 

2019 
1. Renovasi Aula 

2. Perawatan Bangunan Rp 45.000.000,- 
 

2020 

1. Pembangunan Aula 

2. Penyediaan Lahan Parkir 

3. Pembangunan Toilet 

Rp 100.000.000,- 

 

Sumber : Hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa 

Pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata diatas 

dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, ada pembangunan 

toilet dan pembuatan jalan dengan paving block dengan anggaran 

sebesar Rp 30.000.000,- pada tahun 2019 ada renovasi aula dan 

perawatan bangunan dengan anggaran sebesar Rp 45.000.000,- 

sedangkan pada tahun 2020 kembali dibangun aula, penyediaan 

lahan parkir, dan penambahan toilet dengan total anggaran sebesar 

Rp 100.000.000,- 
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2) Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa Bidang 

Pariwisata Religi  Mbah Jeneng 

Berikut data laporan pertanggung jawaban dana desa 

dibidang pariwisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 sampai 

dengan 2020: 

a) Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Toilet dan 

Jalan Paving Block tahun 2018 

Tabel 4.1.5 Data Laporan Pertanggung Jawaban 

Pembangunan Toilet Tahun 2018 

Bidang Pengembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng 

Kegiatan Pembangunan Toilet dan Jalan Paving Block 

Waktu 

Pelaksanaan 
17 Hari 

Pembangunan Toilet 

No Uraiasn 

Anggaran 

Banyaknya 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1. Batu Bata 3000 1.000,00 3.000.000,00 

2. Semen 25 70.000,00 1.750.000,00 

3. Pasir 2 Truk 700.000,00 1.400.000,00 

4. Baja Ringan 10 Batang 65.000,00 650.000,00 

5. Cat 1 Kaleng 450.000,00 450.000,00 

6. 

Tenaga Kerja 10 orang/7 

hari 

100.000,00 7.000.000,00 

7. Konsumsi - - 750.000,00 

 Total (Rp) 15.000.000,00 

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2018 

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari 

rencana anggaran belanja pembangunan toilet pada tahun 2018 

dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 15.000.000,-. Nominal 

anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph). 
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Tabel 4.1.6 Data Laporan Pertanggung Jawaban  

Pembuatan Jalan Paving Block Tahun 2018 

Pembuatan Jalan Paving Block 

No Uraian 

Anggaran 

Luas Banyaknya 
Harga Satuan 

(Rp)  

Jumlah  

(Rp) 

1. 

Paving blok 

segi 6 20x20 

tebal 6 cm 

125 m
2
 3.125 2.800,00 8.750.000,00 

2. Pasir - 1 truk 700.000,00 700.000,00 

3. Semen - 7 sak 78.500,00 549.500,00 

4. 
Tenaga 

Kerja 

- 5 orang/10 

hari 

100.000,00 5.000.000,00 

 Total (Rp) 14.999.500,00 

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2018 

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari 

rencana anggaran belanja pembuatan jalan paving block pada tahun 

2018 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 14.999.500,- Nominal 

anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph). 

b) Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Aula dan 

Perawatan Bangunan tahun 2019 

Tabel 4.1.7 Data Laporan Pertanggung Jawaban  

Renovasi Aula Tahun 2019 

Bidang Pengembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng 

Kegiatan Renovasi Aula dan Perawatan Bangunan 

Waktu Pelaksanaan 19 Hari 

Renovasi Aula 

No Uraian 

Anggaran 

Banyaknya Harga Satuan  

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1. Batu Bata 5000 1.000,00 5.000.000,00 

2. Pasir 3 truk 700.000,00 2.100.000,00 

3. Semen 100 sak 80.000,00 8.000.000,00 

4. Keramik 60 m
2
 95.000,00 5.700.000,00 

5. Atap Seng 80 m
2 

35.000,00 2.800.000,00 

6. 
Tenaga Kerja 10 orang/11 

hari 

100.000,00 11.000.000,00 

 Total (Rp) 34.600.000,00 

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2019 

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari 

rencana anggaran belanja renovasi aula pada tahun 2019 dengan 
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jumlah pengeluaran sebesar Rp 34.600.000,- Nominal anggaran 

tersebut sudah dipotong pajak (Pph). 

Tabel 4.1.8 Data Laporan Pertanggung Jawaban  

Perawatan Bangunan Tahun 2019 

Perawatan Bangunan 

No Uraian 

Anggaran 

Banyaknya 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1. Cat 2 kaleng 550.000,00 1.100.000,00 

2. Semen 5 sak 80.000,00 4.000.000,00 

3. Peralatan untuk cat - 300.000,00 300.000,00 

4. Tenaga kerja 5 orang/8hari 100.000,00 4.000.000,00 

 Total (Rp) 9.400.000,00 

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2019 

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari 

rencana anggaran belanja perawatan bangunan pada tahun 2019 

dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 9.400.000,- Nominal 

anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph). 

c) Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Aula, 

Penyediaan Lahan Parkir, dan Pembangunan Toilet tahun 

2020 

Tabel 4.1.9 Data Laporan Pertanggung Jawaban 

Pembanguna Aula Tahun 2020 

Bidang Pengembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng 

Kegiatan 
Pembangunan Aula, Pembuatan Lahan Parkir, 

Pembangunan  Toilet 

Waktu Pelaksanaan 45 Hari 

Pembangunan Aula 

No Uraian 

Anggaran 

Banyaknya 
Harga 

Satuan (Rp) 

Jumlah  

(Rp) 

1. Baja Ringan 80 batang 85.000,00 6.800.000,00 

2. Atap Seng 180 m
2
 45.000,00 8.100.000,00 

3. Besi Behel 64 batang 25.000,00 1.600.000,00 

4. Pasir 4 truk 850.000,00 3.400.000,00 

5. Batu Bata 10.000 1.000,00 10.000.000,00 

6. Cat 4 kaleng 550.000,00 2.200.000,00 

7. Keramik 90 m
2
 95.000,00 8.850.000,00 

8. Semen 200 sak 88.000,00 17.600.000,00 

9. Papan Cor 32  25.000,00 800.000,00 

10. Tenaga Kerja 15 orang / 30 hari 100.000,00 15.000.000,00 
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No Uraian 

Anggaran 

Banyaknya 
Harga Satuan  

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

 Total (Rp) 74. 350.000,00 

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2020 

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari 

rencana anggaran belanja pembangunan aula pada tahun 2020 

dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 74.350.000,- Nominal 

anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph). 

Tabel 4.1.1W0 Data Laporan Pertanggung Jawaban 

Penyediaan Lahan Parkir Tahun 2020 

Penyediaan Lahan Parkir 

No Uraian 

Anggaran 

Banyaknya 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1. Tenaga Kerja 5 orang / 5 

hari 

100.000,00 2.500.000,00 

2. Peralatan 

Berkebun 

- 2.500.000,00 2.500.000,00 

 Total (Rp) 5.000.000,00 

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2020 

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari 

rencana anggaran belanja penyediaan lahan parkir pada tahun 2020 

dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 5.000.000,- Nominal 

anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph). 

Tabel 4.1.11 Data Laporan Pertanggung Jawaban 

Pembangunan Toilet Tahun 2020 

Pembangunan Toilet 

No Uraian 

Anggaran 

Banyaknya 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1. Batu Bata 3000 1.000,00 3.000.000,00 

2. Semen 10 sak 85.000,00 8.500.000,00 

3. Pasir 1 truk 700.000,00 700.000,00 

4. Atas seng 15 m
2 

30.000,00 450.000,00 

5. Tenaga Kerja 5 orang / 10 

hari 

100.000,00 5.000.000,00 

6. Mesin Air - 2.350.000,00 2.350.000,00 

7. Biaya tak terduga   650.000,00 

 Total (Rp) 20.000.000,00 

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2020 
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Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari 

rencana anggaran belanja Pembangunan toilet pada tahun 2020 

dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 20.000.000,- Nominal 

anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph). 

b. Pengembangan Wisata 

Sarana dan prasana tidak kalah penting dalam mendukung 

perkembangan wisata, perlunya perhatian lebih dan perawatan supaya 

segala sesuatu yang ada di lokasi wisata tetap terjaga. Berikut tabel 

sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola wisata : 

Tabel 4.1.12 Data Sarana Prasarana Wisata Makam Mbah Jeneng 

No Jenis Sarana Prasarana Jumlah Keterangan 

1.  Aula 4  

2. Toilet 2  

3. Bangunan Pelindung Makam 2  

4. Mushola 1  

5. Sumber Air (Sumur) 1  

6. Lampu Penerangan Jalan 6  

Sumber: Pengelola Wisata 

Data diatas merupakan pencapaian secara bertahap dengan 

membangun sarana dan prasarana setiap tahunnya menggunakan 

anggaran dana desa. 

1) Aula  

Berdasarkan pengamatan yang ada, telah disediakan 

beberapa aula, dan keadaan aula sudah cukup baik karna pada 

tahun 2019 sudah direnovasi dan pada tahun 2020 telah dibangun 

aula, dengan begitu para pengunjung bisa beristirahat dengan 

nyaman sebelum melanjutkan perjalanan.  
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2) Toilet 

Berdasarkan pengamatan yang ada, terdapat 2 toilet, 1 

untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Keadaan bangunan cukup 

baik dan mudah dijangkau oleh pengunjung. 

3) Bangunan Pelindung Makam 

Berdasarkan pengamatan yang ada, bangunan ini 

didirikan untuk makam-makam tertentu saja,  hanya ada 2 makam 

yang didirikan bangunan supaya makam tersebut lebih terawat, 

sedangkan makam yang lainnya  terbuka.  

4) Mushola  

Keadaan bangunan mushola di tempat wisata memadai, 

bersih, nyaman, namun kesediaan alat untuk beribadah (Sarung, 

Mukenah, Sajadah) kurang. 

5) Sumber air (sumur) 

Kebutuhan air untuk wisata religi makam Mbah Jeneng 

ini terbilang sudah memadai. 

6) Lampu Penerangan Jalan 

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi yang ada, kondisi 

lampu jalan disepanjang jalan menuju makam mbah jeneng sudah 

cukup baik.  
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B. Pembahasan 

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi 

Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal 

Pengelolaan Dana Desa bukanlah hal yang mudah namun 

memerlukan sistem yang juga harus dibuat secara profesional. Mulai dari 

segi perencanaan, desa harus membentuk musyawarah desa untuk 

menentukan belanja bagi Dana Desa pada periode ke depan. 

Penatausahaannnya pun harus menggunakan sistem yang telah 

memanfaatkan teknologi informasi. Tidak hanya sistem, sumber daya 

manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa pun harus memiliki 

kapabilitas dalam mengelola dana tersebut. Dengan adanya Dana Desa 

yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta dikelola dengan 

efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan 

kesejahteraannya. 

Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan 

kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan 

kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola 

dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam 

mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaankemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk 

penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan 

masyarakat ikut berpatisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa. Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh 
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pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Berkaitan 

dengan dana desa, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu 

Aparatur Pemerintah Desa Lembasari.
1
 

“Pemerintah desa lembasari menerima dana desa dari pusat yang 

dikhususkan untuk pengembangan pariwisata religi pada tahun 

2018 hingga 2020, yang pada tahun 2020 ini dioptimalkan supaya 

pengembangan wisata bergerak lebih cepat”. 

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa sebenarnya pemerintah pusat 

ikut serta mendukung pengembangan wisata religi. Dengan adanya dana 

desa yang dialokasikan untuk wisata diharapkan mampu memberikan 

dampak positif bagi masyarakat. Selain adanya dampak yang diharapkan 

tentunya ada target yang diinginkan pemerintah pusat supaya Desa 

Lembasari mampu mandiri dari segi ekonomi sebagaimana yang 

disampaikan oleh salah satu Aparatur Pemerintah Desa Lembasari.
2
 

“Pada dasarnya target dari pengembangan wisata religi ini yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya prioritas 

kami yaitu dibidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi sudah ada 

beberapa warga yang merasakan dampaknya, seperti pedagang 

kaki lima dan juru parkir” 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan adanya 

target supaya rencana maupun pelaksanaan pengembangan berjalan sesuai 

harapan. Perlunya kolaborasi antara masyarakat sekitar, pemerintah desa, 

dan dukungan dari pemerintah kecamatan serta pemerintah kabupaten 

dalam kegiatan pengembangan wisata desa. Adapun partisipasi masyarakat 

                                                             
1
Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari 

Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020. 
2
Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari 

Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020. 
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dalam pengelolaan dana desa sebagaimana yang disampaikan oleh 

perwakilan masyarakat setempat.
3
 

“Dari masyarakat setempat rutin mengadakan kerja bakti setiap 

satu bulan sekali bertujuan untuk menjaga kebersihan makam. 

Sedangkan dalam pengelolaan dana desa ada beberapa pihak dari 

warga yang mengusulkan melalui Ketua RT, memberikan aspirasi 

untuk mengembangkan wisata dan ikut serta dalam pengelolaan 

anggaran pembangunan sarana dan prasarana” 

Berdasarkan pernyataan diatas masyarakat berpartisipasi dalam 

pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana bersifat transparan. 

Perlunya mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara 

lain:  

1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis 

data digital 

2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk 

publik 

3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat 

4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana 

desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sudah dijalankan 

sesuai aturan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana 

desa yang diprioritaskan untuk pengembangan wisata desa. Serta 

                                                             
3
Hasil wawancara dengan Bowo selaku perwakilan masyarakat sekitar. Pada tanggal 

03 Oktober 2020. 
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pelaksanaan bersifat transparan, artinya warga desa berhak ikut serta 

dalam pengelolaan dana desa. 

2. Analisis Pengembangan Wisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari 

Jatinegara Tegal 

Sumber daya manusia sangat berperan dalam pengembangan dan 

pengelolaan wisata religi Mbah Jeneng, sebagai peran dalam menjaga 

kebersihan dan merawat maka sangat diperlukan. Sebagaimana 

disampaikan oleh perwakilan masyarakat setempat.
4
 

“Dalam pengembangan masyarakat ikut membantu membangun 

aula secara gotong royong.Masyarakat juga memberikan bahan 

bangunan secara cuma-cuma (swadaya).Masyarakat terjun 

langsung seperti beberapa warga yang menjadi seksi kebersihan, 

bagian juru parkir, bagian penerimaan tamu dan admin media 

sosial”. 

Dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara warga sebagai 

pengelola sangatlah penting. Suatu wisata tidak akan berjalan dan 

berkembang sesuai harapan apabila tim lapangan tidak berjalan sesuai 

tanggungjawab masing-masing, disisi lain ada hal penting yang jangan 

sampai terlupakan, menurut juru kunci makam mbah jeneng.
5
 

“Dalam pengembangan wisata Mbah Jeneng yang menjadi 

pertimbangan utama yaitu para pengunjung harus merasa nyaman. 

Tujuan utama pastinya untuk berziarah jadi lebih condong pada 

pembangunan aula dan toilet. Dengan demikian perlunya 

pengembangan berupa : 

1. Melengkapi saran dan prasarana  

2. Merenovasi aula, agar peziarah yang menginap merasa aman 

dan nyaman. 

                                                             
4
Hasil wawancara dengan Bowo selaku perwakilan masyarakat sekitar. Pada tanggal 

03 Oktober 2020. 
5
Hasil wawancara dengan Pardi selaku Juru Kunci Makam Mbah Jeneng. Pada 

tanggal 03 Oktober 2020. 
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3. Perbaikan jalan atau akses menuju wisata” 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan ada beberapa poin penting yang 

perlu diperbaiki, agar bisa menunjang berjalannya dan berkembangnya 

wisata religi ini. Dalam pengembangan pastinya ada hal yang mendasari 

seperti yang dikatakan Juru kunci makam mbah jeneng.
6
 

“Dasar dari pengembangan wisata yaitu mengenalkan sejarah, 

pahlawan yang telah gugur, juga mengenalkan jejak peninggalan 

para pejuang agama yang bertujuan sebagai salah satu jalan 

mencari keberkahan. Dari sejarah kami mengetahui silsilah Mbah 

Jeneng, yang selanjutnya kami publikasikan melalui media sosial. 

Disisi lain kami mengintegrasikan dengan wisata desa tetangga, 

sehingga menjadi satu paket wisata yang bisa dikunjungi” 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan dasar perlunya 

pengembangan wisata ini begitu kuat, apalagi jika dilihat dari segi dampak 

yang masyarakat rasakan, penting pula bagi para pelajar sebagai penerus 

bangsa supaya tahu sejarah para pejuang. Dengan begitu maka perlu sekali 

wisata religi ini terus berkembang berikut data perkembangan wisata religi 

Mbah Jeneng. 

Tabel 4.2.1 Data Perkembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng Tahun 2018 sampai 

2020 

Tahun Jenis Pembangunan Ket 

2018 
1. Pembangunan Toliet 

2. Pembuatan jalan dengan Paving Block  

2019 
1. Renovasi Aula 

2. Perawatan Bangunan 
 

2020 

1. Pembangunan Aula 

2. Penyediaan Lahan Parkir 

3. Pembangunan Toilet 

 

Sumber : Hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, ada 

pembangunan toilet dan pembuatan jalan dengan paving block, pada tahun 

                                                             
6
Hasil wawancara dengan Pardi selaku Juru Kunci Makam Mbah Jeneng. Pada 

tanggal 03 Oktober 2020. 
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2019 ada renovasi aula dan perawatan bangunan, ini merupakan salah satu 

bukti bahwa dari pemerintah desa dan pengelola serius dalam 

mengembangkan dengan harapan mampu mencapai target yang 

diharapkan yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Desa 

Lembasari. 

3. Analisis Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi 

Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal 

Penjelasan konsep optimalisasi didefinisikan sebagai sesuatu 

terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Optimalisasi adalah hasil yang 

di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian 

hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga di 

artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di penuhi dari 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah proses 

pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa 

harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. 

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus 

diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang 

dibatasi, berikut penjelasannya : 

a. Tujuan  

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk 

maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan 

dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi 

akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, 
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waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan 

apa yang diminimumkan atau maksimumkan.
 

Jika dalam tujuan 

optimalisasi dana desa maka ada keuntungan yang diharapkan setelah 

penganggaran dana desa untuk bidang tertentu khususnya yang 

berkaitan pada peningkatan ekonomi rakyat. 

b. Alternatif Keputusan 

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia 

tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang 

dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Apabila 

dalam mengambil alternatif keputusan mengembangkan suatu bidang 

tertentu terutama yang berkaitan dengan perekonomian rakyat maka 

alternatif keputusan tersebut perlu dipertimbangkan supaya tujuan bisa 

tercapai dengan cara efektif dan efisien. 

c. Sumberdaya yang Dibatasi. 

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini 

terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses 

optimalisasi. Jika dalam proses pembangunan dan pengembangan 

suatu bidang usaha terutama dalam pembangunan dan pengembangan 

wisata desa perlunya sumber daya manusia yang siap bergerak tanpa 
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adanya imbalan, artinya ada pengorbanan yang dilakukan oleh 

pengelola berupa tenaga kerja cuma-cuma. 

Optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa 

dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, 

dengan menggunakan teori dari Winardi tentang optimalisasi yaitu ukuran 

yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari 

sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki, sebagaimana 

yang disampaikan oleh salah satu Aparatur Pemerintah Desa Lembasari.
7
 

“Pada tahun 2018 dana desa yang turun dari pemerintah pusat 

sebesar Rp. 30.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp. 45.000.000, 

sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000”. Harapan 

Pemerintah Desa dengan meningkatkan nominal anggaran bisa 

menunjang kebutuhan wisata religi dalam mengembangkan wisata 

baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia dalam 

mengelola tata ruang.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan anggaran 

pada tahun 2020 sebesar Rp 55.000.000 dibanding tahun 2019, dengan 

begitu pengelola wisata bisa memaksimalkan pengembangan. Dari tahun 

ke tahun selalu ada pengembangan, karna pengelola yakin pengembangan 

ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, juga optimis karena 

dalam ajaran agama islam berziarah adalah dianjurkan, dalam Quran Surat 

Ali „Imran Ayat 137 : 

بيِهَ  قِبَةُ ٱلْمُكَذِّ  قدَْ خَلَتْ مِه قَبْلِكُمْ سُىَهٌ فسَِيزُوا۟ فىِ ٱلْْرَْضِ فَٱوظُزُوا۟  كَيْفَ كَانَ عََٰ

                                                             
7
Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari 

Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020. 
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Artinya : Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah 

Allah swt, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan 

(rasul-rasul). 

Penafsiranayat menurut Al-Maraghi, perintah berjalan di muka 

bumi dan merenungkan berbagai peristiwa yang telah menimpa umat 

sebelumnya. Menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran, agar mendapatkan 

ilmu yang benar serta didasari oleh bukti. Dari situlah akan didapatkan 

sebuah petunjuk, bahwa pengaturan antara kebenaran dengan kebatilan 

memang telah terjadi pada umat terdahulu. Kemenangan selalu berada di 

pihak yang benar selama dibarengi dengan kesabaran dan ketaqwaan. 
 

Mengacu kepada buku-buku sejarah itu masih berada di bawah 

tingkat keyakinan orang-orang yang melakukan ekspedisi tersendiri, 

kemudian melihat peninggalan-peninggalan bersejarah secara langsung.
 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan ada usaha 

optimalisasi dana desa supaya mencapai target yang diinginkan baik dari 

pihak pemerintah desa, pengelola, maupun masyarakat karena pariwisata 

menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat menguntungkan desa. 

Berikut disampaikan oleh salah satu Aparatur Pemerintah Desa 

Lembasari.
8
 

“Menurut saya mewakili aparatur pemerintah desa meyakini bahwa 

langkah kami di tahun 2020 ini dengan meningkatkan anggaran 

dana desa untuk wisata religi Mbah Jeneng dari Rp 45.000.000,- 

                                                             
8
Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari 

Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020. 
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pada tahun lalu menjadi Rp 100.000.000,-  ini merupakan bentuk 

usaha optimalisasi dari Pemerintah Desa, tinggal menunggu 

bagaimana kinerja pengelola wisata apakah mampu 

mengoptimalkan pengembangan dengan anggaran yang ada”. 

 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa optimalisasi usaha 

dari pemerintah desa sudah dilakukan dengan meningkatkan nominal 

anggaran dana desa, harapannya supaya pengembangan wisata bisa 

bergerak cepat, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan 

masyarakat. Jika dikorelasikan dengan teori elemen optimalisasi yaitu 

tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi maka dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan yang berlangsung di pemerintahan desa dan 

pengelola wisata religi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan 

pengembangan wisata religi dapat disimpulkan sudah optimal. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan sekali pertimbangan 

dari pemerintah desa supaya anggaran dana desa tepat sasaran, efektif 

dan efesien. Pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata religi 

Mbah Jeneng sudah dijalankan sesuai aturan Permendes Nomor 7 

Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana desa yang diprioritaskan untuk 

pengembangan wisata desa, serta pelaksanaan bersifat transparan, 

artinya warga desa ikut serta dalam pengelolaan dana desa. 

2. Pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 hingga 2020 

dapat dikatakan signifikan, dengan anggaran dana desa yang dikelola 

mampu memberikan percepatan dalam pembangunan dan 

pengembangan secara fisik, adapun dari segi sumber daya manusia 

dalam pengelolaan dapat dikatakan wisata religi Mbah Jeneng memiliki 

suber daya manusia yang mumpuni, Dengan begitu kerjasama antara 

pemerintah desa dan pengelola sangatlah penting agar mampu 

mencapai tujuan bersama. 

3. Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan 

atau dapat diartikan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam 

pengelolaan dana desa untuk bidang wisata religi Mbah Jeneng dapat 

disimpulkan bahwa pada tahun  2020 terdeteksi adanya optimalisasi, 
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dimana ada peningkatan sebesar Rp 55.000.000 dari tahun 2019, 

diperkuat oleh hasil wawancara  salah satu aparatur pemerintah desa 

yang mengatakan bahwa usaha dari penerintah desa sudah optimal. 

Sudah seharusnya dalam pengembangan wisata desa perlunya 

pengembangan yang optimal, salah satunya yaitu pengembangan desa 

wisata dengan tujuan supaya memajukan perekonomian desa, dan 

menjadikan desa mandiri. Jika dikorelasikan dengan teori elemen 

optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang 

dibatasi maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berlangsung di 

pemerintahan desa dan pengelola wisata religi yang berkaitan dengan 

pengelolaan dana desa dan pengembangan wisata religi dapat 

disimpulkan sudah optimal. 

B. Saran 

Bagi Pemerintah Desa Lembasari, harapannya tahun 2021 

menganggarkan dana desa lebih dari anggaran tahun 2020 supaya ada 

percepatan pengembangan wisata desa, selain sarana dan prasarana akses 

menuju wisata juga perlu diperhatikan melihat kondisi jalan yang butuh 

perbaikan. 

Bagi pengelola wisata religi Mbah Jeneng, fakor uang dalam 

pengembangan wisata desa memang sangatlah penting, akan tetapi dalam 

pengelolaan dana desa diharapkan supaya anggaran digunakan secara efektif 

sesuai kebutuhan prioritas. Selain pengembangan dalam bentuk fisik, sumber 

daya manusia juga perlu diperhatikan supaya memiliki pandangan yang luas 
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dan maju dalam bidang wisata religi, salah satu program yang bisa diadakan 

yaitu dengan studi banding tata kelola ruang wisata religi. 

Bagi masyarakat Desa Lembasari perlunya partisipasi dan rasa 

antusias supaya pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dapat berkembang 

lebih cepat, perlunya kerjasama dengan lembaga desa seperti karang taruna 

agar terjun dalam membantu pembangunan fisik. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Judul Penelitian : Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi  

Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal 

Peneliti  : Mumtazah Agita Putri 

NIM    : 1617303072 

Fakultas/Smt/Prodi : Syari’ah / 9 / Hukum Tata Negara 

Jenis Wawancara : Semi Struktural, wawancara yang materi pertanyaan telah 

ditentukan oleh pewawancara namun tidak disediakan 

jawaban sehingga nantinya wawancara ini bisa 

berkembang sesuai dengan kebutuhan. 

Responden  : Aparatur Pemerintahan Desa, Juru Kunci Makam Mbah  

Jeneng, Perwakilan Warga Desa Lembasari.  

Target Data   : Informasi Pengelolaan Dana Desa dan Pengembangan 

Wisata Religi Mbah Jeneng  

Materi    : Data Pengelolaan Dana Desa 

Data Perkembangan Wisata Religi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA 

1. Nama : Suprayitno 

2. Jabatan : Aparatur Desa 

3. Tanggal Wawancara : 03 Oktober 2020 

4. Tempat Wawancara : Rumah Narasumber 

 

1. Apakah Desa Lembasari telah menerima dana desa yang berasal dari 

pemerintah pusat untuk keperluan Wisata Mbah Jeneng? 

 Jawab : Pemerintah desa lembasari menerima dana desa dari pusat yang 

dikhususkan untuk pengembangan pariwisata religi pada tahun 

2018 hingga 2020, yang pada tahun 2020 ini dioptimalkan 

supaya pengembangan wisata bergerak lebih cepat 

2. Berapa dana desa yang turun dari Pemerintah Pusat dari tahun 2018 sampai 

tahun 2020 untuk keperluan Wisata Mbah Jeneng? 

 Jawab : Pada tahun 2018 dana desa yang turun dari pemerintah pusat 

sebesar Rp. 30.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp 45.000.000, 

sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000”. Harapan 

Pemerintah Desa dengan meningkatkan nominal anggaran bisa 

menunjang kebutuhan wisata religi dalam mengembangkan 

wisata baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia 

dalam mengelola tata ruang 

3. Menurut anda apakah dana desa yang dikelola untuk keperluan tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

 Jawab : Pada dasarnya target dari pengembangan wisata religi ini yaitu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya 

prioritas kami yaitu dibidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi 

sudah ada beberapa warga yang merasakan dampaknya, seperti 

pedagang kaki lima dan juru parkir 

4. Bagaimana menurut anda apakah dana desa yang dikelola untuk keperluan 

tersebut dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat? 



 

 

 Jawab : Menurut saya mewakili aparatur pemerintah desa meyakini 

bahwa langkah kami di tahun 2020 ini dengan meningkatkan 

anggaran dana desa untuk wisata religi Mbah Jeneng dari Rp 

45.000.000,- pada tahun lalu menjadi Rp 100.000.000,-  ini 

merupakan bentuk usaha optimalisasi dari Pemerintah Desa, 

tinggal menunggu bagaimana kinerja pengelola wisata apakah 

mampu mengoptimalkan pengembangan dengan anggaran yang 

ada 

5. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa ini? 

 Jawab : Dalam pengelolaan dana desa ada beberapa pihak dari warga 

yang mengusulkan melalui Ketua RT, memberikan aspirasi 

untuk mengembangkan wisata dan ikut serta dalam pengelolaan 

anggaran pembangunan sarana dan prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN JURU KUNCI MAKAM MBAH 

JENENG 

1.  Nama : Pardi 

2. Jabatan : Juru Kunci 

3. TanggalWawancara : 03 Oktober 2020 

4. TempatWawancara : Makam Mbah Jeneng 

 

1. Bagaimana mekanisme atau strategi yang dilakukan untuk mengembangkan 

Wisata Makam Mbah Jeneng?  

 Jawab : Dalam pengembangan wisata Mbah Jeneng yang menjadi 

pertimbangan utama yaitu para pengunjung harus merasa 

nyaman.Tujuan utama pastinya untuk berziarah jadi lebih 

condong pada pembangunan aula dan toilet. Dengan demikian 

perlunya pengembangan berupa : 

1. Melengkapi saran dan prasarana  

2. Merenovasi aula, agar peziarah yang menginap merasa aman 

dan nyaman. 

3. Perbaikan jalan atau akses menuju wisata 

2. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik Wisata 

Makam Mbah Jeneng sehingga lebih bernilai dan menarik untuk dikunjungi 

oleh wisatawan? 

 Jawab : Sejarah makam Mbah Jeneng setelah kami gali dan mengetahui 

silsilah Mbah Jeneng yang selanjutnya kami publikasikan 

melalui media sosial. Disisi lain kami juga mengintegrasikan 

dengan wisata desa tetangga. Sehingga menjadi satu paket 

wisata yang dikunjungi. 

3. Apa yang mendasari pengembangan Wisata Makam Mbah Jeneng, dan apa 

tujuan pengembangannya? 

 Jawab : Dasar dari pengembangan wisata yaitu mengenalkan sejarah, 

pahlawan yang telah gugur, juga mengenalkan jejak peninggalan 



 

 

para pejuang agama yang bertujuan sebagai salah satu jalan 

mencari keberkahan.Dari sejarah kami mengetahui silsilah Mbah 

Jeneng, yang selanjutnya kami publikasikan melalui media 

sosial. Disisi lain kami mengintegrasikan dengan wisata desa 

tetangga, sehingga menjadi satu paket wisata yang bisa 

dikunjungi 

4. Bagaimana dengan sistem transportasi / akses menuju kawasan tersebut? 

 Jawab : Untuk akses menuju wisata menurut saya sudah cukup layak 

hanya ada jalan kurang lebih sepanjang 300 m yang perlu 

diperbaiki 

5. Menurut anda upaya apa yang dapat dilakukan agar Wisata Makam Mbah 

Jeneng dapat berkembang lebih optimal? 

 Jawab : 1) Perlunya melengkapi sarana dan prasarana 

2) Perlunya renovasi aula agar peziarah yang menginap merasa 

aman dan nyaman 

3) Memberikan informasi secara luas melalui media sosial yang 

berkaitan dengan sejarah/silsilah makam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN PERWAKILAN MASYARAKAT  

1. Nama : Bowo 

2. Jabatan : Warga (Petugas Kebersihan Makam) 

3. TanggalWawancara : 03 Oktober 2020 

4. TempatWawancara : Makam Mbah Jeneng 

 

1. Apakah ada kesadaran diri dari masyarakat untuk pengembangan Wisata 

Makam Mbah Jeneng? 

 Jawab : Dari masyarakat setempat rutin mengadakan kerja bakti setiap 

satu bulan sekali bertujuan untuk menjaga kebersihan makam. 

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata 

Makam Mbah Jeneng? 

 Jawab : Dalam pengembangan masyarakat ikut membantu membangun 

aula secara gotong royong.Masyarakat juga memberikan bahan 

bangunan secara cuma-cuma (swadaya). 

3. Bagaimana dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya Wisata 

Makam Mbah Jeneng? 

 Jawab : Adapun dampak yang masyarakat rasakan dari segi religiusitas, 

rasanya lebih meningkat, adapun dari segi ekonomi hanya ada 

beberapa orang saja yang merasakan 

4. Apakah masyarakat menerima manfaat dari pengembangan Wisata Makam 

Mbah Jeneng? 

 Jawab : Pengembangan wisata dalam bentuk pembangunan yang 

membutuhkan tenaga kerja memberikan penghasilan tersendiri 

pada masyarakat sekitar 

5. Apa masyarakat ikut terjun langsung dalam pengelolaan pengembangan 

Wisata Makam Mbah Jeneng? 

 Jawab : Masyarakat terjun langsung seperti beberapa warga yang 

menjadi seksi kebersihan, bagian juru parkir, bagian penerimaan 

tamu dan admin media sosial. 

 



 

 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

Wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan Juru Kunci Makam Mbah Jeneng 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan Perwakilan Masyarakat Sekitar 

 

Kondisi jalan menuju Makam Mbah Jeneng 

 

 

 



 

 

FOTO KONDISI MAKAM MBAH JENENG 

Aula 

 

Toilet 

 

Sumur 

 



 

 

Mushola 

 

Bangunan Pelindung Makam 

 

Tempat Parkir 

 



 

 

Jalan Menuju Makam 
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